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(Studi Putusan Nomor:1/Pid.sus-Anak/2023/PN.Bbu) 

 

 

Oleh 

 

Nadia Evika Suri 

 

 

Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut 

merupakan permasalahan serius dalam hukum pidana anak. Putusan Nomor 

1/Pid.sus-Anak/2023/PN.Bbu menjadi bahan kajian untuk memahami 

pertimbangan hakim dalam menentukan pidana terhadap pelaku tindak pidana ini. 

Penelitian ini didorong oleh adanya kebutuhan untuk memahami bagaimana 

hakim mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum, terutama dalam konteks anak 

sebagai pelaku tindak pidana serius seperti pencabulan. Analisis mendalam 

terhadap putusan ini akan membahas faktor-faktor apa yang menjadi 

pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan anak 

pelaku, mengingat karakteristik dan keadaan psikologis yang unik pada usia 

mereka. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah Pertimbangan 

Hakim dalam menjatuhkan pidana anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap 

anak yang dilakukan secara berlanjut dalam perkara Nomor 1/Pid.sus-

anak/2023/PN.Bbu?  

 

Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis 

normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Nomor 1/Pid.sus-

Anak/2023/PN.Bbu. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi 

pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pencabulan anak yang dilakukan secara berlanjut. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan menunjukkan bahwa diversi menjadi prioritas 

dalam menyelesaikan perkaranya bagi anak yang melakukan tindak pidana, sesuai 

dengan Pasal 7 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. Namun, pada kasus pencabulan berlanjut, anak tidak dapat diverisikan 

karena ancaman pidananya melebihi 7 tahun penjara.  
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Putusan Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 

2016 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Meskipun 

tuntutan Penuntut Umum lebih tinggi, hakim menjatuhkan pidana lebih ringan 

berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, serta batasan hukuman 

maksimal bagi anak. Dengan demikian, sanksi yang diberikan telah sesuai dengan 

aturan yang berlaku. Hakim mempertimbangkan aspek-aspek ini secara holistik 

untuk menetapkan pidana yang sesuai dengan kepentingan anak pelaku dan 

keadilan bagi korban. 

 

Saran dalam penelitian seharusnya putusan hakim perlu mempertimbangkan 

kerugian korban agar hukuman terhadap pelaku efektif dalam mencegah tindakan 

merugikan. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus 

memberikan efek jera tanpa melanggar hak-hak anak, khususnya terkait 

penerapan sanksi materil. Keseimbangan antara efektivitas hukuman dan 

perlindungan hak anak menjadi kunci dalam proses penuntutan dan penjatuhan 

sanksi. 

 

Kata Kunci: Pidana Penjara, Anak, Pencabulan. 
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ABSTRACT 

 

 

BASIC ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN IMPOSING 

CRIMINAL PENALTIES ON CHILDREN OF CHILD PERPETRATORS OF 

CONTINUOUS ABUSE 

(Study of Decision Number: 1/Pid.sus-Anak/2023/PN. Bbu) 

 

 

By 

 

Nadia Evika Surii 

 

 

Criminal acts of molestation of children that are committed continuously are a 

serious problem in child criminal law. Decision Number 1/Pid.sus-Anak/2023/PN. 

Bbu is a study material to understand the judge's considerations in determining 

the criminal offense against the perpetrators of this crime. This research is driven 

by the need to understand how judges apply legal principles, especially in the 

context of children as perpetrators of serious crimes such as molestation. An in-

depth analysis of this verdict will discuss what factors the judge considers in 

determining the appropriate punishment for the perpetrator's child, given the 

unique characteristics and psychological state of their age. The formulation of the 

problem in this study is how the Judge's consideration in sentencing the child of 

the perpetrator of the crime of child molestation committed continuously in case 

Number 1/Pid.sus-anak/2023/PN. Bbu?  

 

Research Methods In this study, we use a normative juridical research method 

with a case study approach to Decision Number 1/Pid.sus-Anak/2023/PN. Bbu. 

The data was analyzed descriptively to identify the judge's considerations in 

deciding the crime against the perpetrator of the crime of child molestation that 

was committed continuously. 

 

The results of the research and discussion show that diversion is a priority in 

resolving cases for children who commit criminal acts, in accordance with Article 

7 Paragraph (2) of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice 

System. However, in cases of continued molestation, the child cannot be 

prosecuted because the criminal threat exceeds 7 years in prison.  
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The District Court's decision is in accordance with Article 82 Paragraph (1) of 

Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection and Article 64 Paragraph 

(1) of the Criminal Code. Although the Public Prosecutor's demands are higher, 

the judge imposes a lighter sentence based on juridical and non-juridical 

considerations, as well as the maximum punishment limit for children. Thus, the 

sanctions given are in accordance with the applicable rules. The judge considers 

these aspects holistically to determine the crime in accordance with the interests 

of the perpetrator's child and justice for the victim. 

 

The suggestion in the study should be that the judge's decision needs to consider 

the victim's losses so that the punishment against the perpetrator is effective in 

preventing adverse actions. The settlement of child cases that conflict with the law 

must provide a deterrent effect without violating children's rights, especially 

related to the application of material sanctions. The balance between the 

effectiveness of punishment and the protection of children's rights is key in the 

prosecution and sanctions process. 

 

Keywords: Prison Crime, Children, Obscenity. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. LatarI BelakangI Masalah 

IndonesiaI memilikiI tujuanI yangI inginI mewujudkanI perdamaianI secaraI adilI bagiI 

seluruhI rakyatnya.I HalI iniI terlihatI dalamI beberapaI kalimatI dalamI PembukaanI 

Undang-UndangI DasarI NegaraI RepublikI IndonesiaI TahunI 1945,I yangI 

menyatakanI bahwaI negaraI iniI bertujuanI melindungiI seluruhI bangsaI IndonesiaI danI 

semuaI keturunanI Indonesia,I meningkatkanI kesejahteraanI umum,I mencerdaskanI 

kehidupanI bangsa,I sertaI berpartisipasiI dalamI usahaI menciptakanI ketertibanI duniaI 

yangI berdasarkanI padaI kemerdekaan,I perdamaianI abadi,I danI keadilanI sosial.1 

 

GunaI mewujudkanI halI tersebut,I negaraI IndonesiaI dalamI AmandemenI keempatI 

PasalI 1I Undang-UndangI DasarI NegaraI RepublikI IndonesiaI TahunI 1945I 

menyatakanI bahwaI negaraI iniI didasarkanI padaI hukumI (rechtstaat)I danI bukanI 

hanyaI kekuasaanI semata.I SalahI satuI sistemI hukumI yangI adaI diI IndonesiaI adalahI 

HukumI AcaraI Pidana,I yangI eratI hubungannyaI denganI HukumI Pidana,I karenaI 

HukumI AcaraI PidanaI merupakanI sistemI pelaksanaanI dariI HukumI Pidana.2 

 

HukumI PidanaI berkaitanI denganI kasus-kasusI yangI dapatI disebutI sebagaiI TindakI 

Pidana.I PelaksanaanI HukumI AcaraI PidanaI iniI didasarkanI padaI KitabI Undang-

 
1 Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di 

Indonesia, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 33 
2 Ibid 
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UndangI HukumI AcaraI PidanaI (disingkatI KUHAP).3I SalahI satuI perbuatanI yangI 

dilarangI olehI hukumI pidanaI adalahI pencabulan.I KitabI Undang-UndangI HukumI 

PidanaI (KUHP)I menggolongkanI tindakI pidanaI pencabulanI keI dalamI tindakI 

pidanaI kesusilaan.I KUHPI belumI mendefinisikanI denganI jelasI maksudI dariI 

pencabulanI ituI sendiriI danI terkesanI mencampuradukkanI pengertiannyaI denganI 

perkosaanI atauI persetubuhan.I  

 

PencabulanI merupakanI salahI satuI dariI kejahatanI seksualI yangI diakibatkanI dariI 

adanyaI perubahanI yangI terjadiI dalamI strukturI masyarakatI kita.I PencabulanI adalahI 

jenisI kejahatanI yangI berdampakI sangatI burukI terutamaI padaI korbannya,I sebabI 

pencabulanI akanI melanggarI hakI asasiI manusiaI sertaI dapatI merusakI martabatI 

kemanusiaan,I khususnyaI terhadapI jiwa,I akalI danI keturunan.I Kasus-kasusI tindakI 

pidanaI pencabulanI saatI iniI marakI terdengarI terjadiI diI Indonesia.I KorbanI dalamI 

kejahatanI iniI seringkaliI adalahI anak-anak.4 

 

KasusI kekerasanI seksualI selaluI bertambahI disetiapI tahunnyaI terutamaI yangI 

melibatkanI anakI baikI sebagaiI pelakuI maupunI korban.I KejahatanI yangI terjadiI diI 

lingkunganI masyarakatI beranekaI ragam,I salahI satunyaI yangI seringI terjadiI ialahI 

kejahatanI kekerasan,I eksploitasiI seksual,I pelecehanI danI perkosaan.I Kekerasan,I 

penganiayaanI hinggaI perkosaanI merupakanI perilakuI yangI kejiI karenaI akanI 

 
3 P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung. : Citra Aditya Bakti, 

Hlm. 10 
4 Ahmad Kamil, 2008, Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, Rajawali 

Perss, Jakarta, Hlm. 93 
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memberikanI dampakI yangI cukupI besarI terhadapI korbannya.5I Ketakutan,I trauma,I 

hinggaI stressI akanI diI alamiI pihakI korbanI atasI perbuatanI tersebut.I 
6 

 

PerkosaanI sendiriI merupakanI jenisI tindakI pidanaI kesusilaanI yangI telahI diaturI 

dalamI PasalI 285I KitabI Undang-UndangI HukumI PidanaI (KUHP).I SelainI itu,I 

dalamI PasalI 81I Undang-UndangI No.23I TahunI 2002I jugaI mengaturI mengenaiI 

kekerasanI seksualI atauI perkosaanI terhadapI anak.I AdapunI ancamanI terhadapI 

tindakI pidanaI perkosaanI adalahI pidanaI penjaraI palingI lamaI duaI belasI tahun.I  

 

AnakI yangI melencengI dalamI bersikapI danI berperilakuI biasanyaI karenaI beberapaI 

faktor,I antaraI lainI dariI kebebasanI dalamI bergaul,I perubahanI caraI hidupI orangI tua,I 

berkembangnyaI ilmuI teknologiI danI informasi,I lingkunganI bersosialI danI 

lingkunganI hidupI berkembangnyaI anakI yangI telahI memberikanI dampakI negatifI 

yangI kemudianI membuatI perubahanI yangI menyimpangI denganI perilakuI anak.I  

 

AnakI yangI kekuranganI kasihI sayang,I perhatian,I bimbinganI pendidikanI danI agamaI 

dariI orangI tuaI ataupunI waliI akanI lebihI mudahI masukI dalamI lingkunganI danI 

pergaulanI masyarakatI yangI kurangI sehat.I PadahalI anakI merupakanI karuniaI dariI 

AllahI SWTI yangI dititipkanI kepadaI orangI tua.I SudahI seharusnyaI orangI tuaI 

membimbing,I mengawasiI sertaI memberiI petunjukI kepadaI anakI dalamI bersikapI 

danI berperilaku.I SehinggaI orangI tuaI memilikiI peranI yangI sangatI pentingI dalamI 

perkembanganI anak.I  

 

 
5 Djanggih Hardianto Dan Nurul Qamar, Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam 

Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), Dalam Jurnal Pandecta, Vol.13, No.1, Juni 

Tahun 2018, Hlm. 22 
6 Topo Santoso, 1997, Seksualiatas Dan Hukum Pidana, Idn-Hill-Co, Jakarta, Hlm 68 
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AnakI yangI melakukanI perbuatanI melanggarI hukumI atauI menyimpangI dariI aturanI 

undang-undangI akanI diprosesI secaraI hukum.I HalI iniI dikarenakanI perbuatanI atauI 

kejahatanI yangI dilakukanI anakI tersebutI dapatI merugikanI orangI lainI baikI secaraI 

nyawaI maupunI mentalI (korban).I  

 

NamunI tidakI semuaI anakI dapatI mempertanggungjawabkanI perbuatannya,I karenaI 

terdapatI batasI minimalI usiaI anakI yangI dapatI mempertanggungjawabkanI 

perbuatannyaI sesuaiI denganI undang-undang.I MengingatI usiaI anakI terdapatI 

perbedaanI perlakuanI denganI orangI dewasaI ketikaI anakI berhadapanI denganI 

hukum.I HalI tersebutI sebagaiI wujudI perlindunganI yangI diberikanI kepadaI anak.7 

 

AdanyaI pelindunganI kepadaI anakI ditujukanI untukI tidakI menghilangkanI 

kemerdekaanI anakI dalamI tumbuhI danI berkembangI sekalipunI merekaI sebagaiI 

pelakuI pidana.I ParaI penegakI hukumI dalamI menyelesaikanI atauI memprosesI 

perkaraI anakI baikI dalamI tahapI kepolisian,I kejaksaan,I persidanganI harusI sesuaiI 

denganI aturanI yangI adaI denganI menjunjungI nilaiI keadilan.I MemberikanI hak-hakI 

anakI danI tidakI memberikanI tekananI yangI kerasI selamaI prosesI pemeriksaanI 

hinggaI penuntutanI merupakanI beberapaI bentukI perlindunganI terhadapI anakI yangI 

berhadapanI denganI hukum. 

 

TopikI yangI akanI dianalisisI dalamI tulisanI iniI mengenaiI pencabulanI terhadapI anakI 

yangI dilakukanI secaraI berlanjut.I AnalisisI adalahI kegiatanI merangkumI sejumlahI 

dataI besarI yangI masihI mentahI kemudianI mengelompokanI atauI memisahkanI 

komponen-komponenI sertaI bagian-bagianI yangI relevanI untukI kemudianI 

mengkaitkanI dataI yangI dihimpunI untukI menjawabI permasalah.I  

 
7 Abintoro Prakoso, 2013, Kriminologi Dan Hukum Pidana, Yogyakarta, Laksbang Grafita, Hlm. 

207 
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AnalisisI merupakanI usahaI untukI menggambarkanI pola-polaI secaraI konsistenI 

dalamI dataI sehinggaI hasilI analisisI dapatI dipelajariI danI diterjemahkanI danI 

memilikiI arti.8I SedangkanI yuridisI adalahI halI yangI diakuiI olehI hukum,I didasarkanI 

olehI hukumI danI halI yangI membentukI keteraturanI sertaI memilikiI efekI terhadapI 

pelanggarannya.9I SedangkanI YuridisI merupakanI suatuI kaidahI yangI dianggapI 

hukumI atauI dimataI hukumI dibenarkanI keberlakuannya,I baikI yangI berupaI 

peraturan-peraturan,I kebiasaan,I etikaI bahkanI moralI yangI menjadiI dasarI 

penilaiannya. 

 

PadaI penelitianI iniI yangI dimaksudI olehI penulisI sebagaiI analisisI yuridisI adalahI 

kegiatanI untukI mencariI danI memecahI komponen-komponenI dariI suatuI 

permasalahanI untukI dikajiI lebihI dalamI sertaI kemudianI menghubungkannyaI 

denganI hukum,I kaidahI hukumI sertaI normaI hukumI yangI berlakuI sebagaiI 

pemecahanI permasalahannya.I  

 

KegiatanI analisisI yuridisI adalahI mengumpulkanI hukumI danI dasarI lainnyaI yangI 

relevanI untukI kemudianI mengambilI kesimpulanI sebagaiI jalanI keluarI atauI jawabanI 

atasI permasalahan.10
I TujuanI kegiatanI analisisI yuridisI yaituI untukI membentukI polaI 

pikirI dalamI pemecahanI suatuI permasalahanI padaI perkaraI tindakI pidanaI 

pencabulanI terhadapI anakI dalamI kaitannyaI denganI PutusanI Nomor:I 1/Pid.Sus-

Anak/2023/PN.Bbu. 

 

 
8 Surayin, 2001, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis, Yrama Widya, Bandung, Hlm. 10 
9 Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, Diakses Dari: Http:// Media Informasill 

.Com/2012/04/Pengertian-Definisi-Analisis.Html, Pada Tanggal 10 Juli 2023 
10 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, Hlm, 

83-88 
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KronologiI kasusI dalamI PutusanI Nomor:I 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.BbuI yaituI 

bermulaI ketikaI ANAKI bersamaI denganI DI danI FI beradaI diI warungI milikI DI 

kemudianI sekiraI pukulI 22:00I WIBI datangI SAKSII II sendiriI keI warungI tersebutI 

menggunakanI sepedaI motorI LEXII milikI SAKSII II kemudianI SAKSII II bertanyaI 

kepadaI orangI yangI beradaI disanaI “kakI dimanaI adaI kosan”I laluI dijawabI olehI DI 

“cobaI cariI duluI diatas”I kemudianI DI danI FI menemaniI SAKSII II untukI mencariI 

kosanI namunI tidakI berapaI lamaI paraI saksiI kembaliI karenaI tidakI mendapatkanI 

kosanI kemudianI ANAKI menawarkanI untukI tidurI diI tempatI dirumahI ayukI ANAKI 

denganI berkataI “iniI kanI udahI malamI sementaraI tidurI ditempatI ayukI saya”I 

kemudianI dijawabI olehI SAKSII II “emangnyaI boleh”I laluI ANAKI menjawabI 

“boleh”I kemudianI F,I SAKSII II danI ANAKI langsungI menujuI rumahI ayukI ANAKI 

yangI beralamatI diI KabupatenI WayI kanan. 

 

SesampainyaI dirumahI ayukI ANAKI berkataI kepadaI ayuknyaI “yukI iniI adaI anakI 

sementaraI tidurI dirumahI ayukI bolehI ngak”I laluI dijawabI olehI ayukI menjawabI 

“boleh”I danI FI pulangI kerumahnya,I kemudianI padaI hariI jumatI tanggalI 23I 

DesemberI 2022I sekiraI pukulI 02:00I WIBI padaI saatI ANAKI dibangunkanI olehI 

SAKSII II danI dimintaiI tolongI untukI mengecaskanI handphoneI milikI SAKSII I,I 

setelahI ANAKI mengecaskanI handphoneI milikI SAKSII II berkataI “siniI ajaI sayaI 

pengenI nontonI tiktok”. 

 

PadaI saatI ituI rumahI ayukI dalamI keadaaanI sepiI munculahI niatI danI terangsangI 

ANAKI karenaI melihatI kondisiI danI sudahI mulaiI terangsangI mulaiI lahI ANAKI 

mendekatiI SAKSII II yangI padaI waktuI ituI beradaI diatasI kasurI ruangI tamuI hinggaI 

kedunyaI berbaringI bersebelahanI kemudianI ANAKI memposisikanI diriI berhadapanI 
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denganI SAKSII II karenaI ANAKI terangsangI makaI ANAKI langsungI menciumI bibirI 

SAKSII II danI padaI saatI yangI samaI tanganI ANAKI merabaI payudaraI SAKSII II dariI 

luarI bajuI selamaI kurangI lebihI 5I (lima)I menitI kemudianI SAKSII II berusahaI 

menghentikanI perbuatanI ANAKI denganI berkataI “udahI janganI yank”I danI SAKSII II 

berusahaI mendorongI ANAKI danI ANAKI berkataI “diamI kamu”I kemudianI ANAKI 

tetapI melanjutkanyaI danI setelahI beberapaI saaatI karenaI mendapatkanI perlawananI 

danI takutI berisikI sehinggaI menyebabkanI ayukI ANAKI terbangunI makaI ANAKI 

memutuskanI langsungI tidurI hinggaI pagi. 

 

PadaI hariI seninI tanggalI 26I DesemberI 2022I sekiraI PukulI 01:00I WIBI bermulaI 

KetikaI SAKSII II menginapI dirumahI ANAKI yangI beralamatI diI KabupatenI WayI 

KananI yangI manaI padaI saatI ituI ANAKI danI SAKSII II tidurI dalamI satuI kamarI 

kemudianI ANAKI karenaI tidurI sekamarI denganI SAKSII II KembaliI ANAKI 

terangsangI karenaI tidurI bersebelah-sebelahanI danI karenaI sudahI malamI sehinggaI 

keadaanI rumahI sepiI timbulahI niatI ANAKI untukI menyalurkanI HasratI birahiI 

ANAK.I  

 

HalI tersebutI dimulaiI denganI ANAKI memegangI tanganI kiriI dariI SAKSII II 

menggunakanI tanganI sebelahI tanganI agarI SAKSII II berhadapanI denganI ANAK,I 

kemudianI setelahI dalamI posisiI berhadapanI ANAKI karenaI sudahI terangsangI danI 

tidakI bisaI mengendalikanI hawaI nafsuI langsungI menciumI bibirI SAKSII II kemudianI 

dilanjutkanI denganI membukaI pakaianI yangI diaI kenakanI danI merabaI keduaI 

payudaraI SAKSII II denganI keduaI tangannya. 

 

 



8 
 

ANAKI telahI membawaI SAKSII II danI tidakI pulangI sejakI hariI kamisI tanggalI 22I 

DesemberI 2022I sampaiI denganI 28I DesemberI 2022I yangI dilakukanI tanpaI izinI 

orangI tuaI SAKSII I;I ANAKI telahI melakukanI perbuatanI persetubuhanI tersebutI 

sebanyakI 2I (dua)I kaliI yangI pertamaI dilakukanI padaI hariI jumatI tanggalI 23I 

DesemberI 2022I sekiraI pukulI 02:00I WIBI diI RumahI SdriI HI (KakaI iparI perempuanI 

anak)I yangI beralamatI diI KabupatenI WayI kananI danI KejadianI KeduaI dilakukanI 

padaI tanggalI 25I DesemberI 2022I sekiraI pukulI 01.00I WIBI dirumahI anakI diI 

KabupatenI WayI Kanan. 

 

HakimI dalamI mengadiliI suatuI perkaraI akanI berusahaI memberikanI keadilanI bagiI 

parahI pihak,I untukI ituI hakimI melakukanI kegiatanI danI tindakanI denganI caraI 

menelaahI lebihI dahuluI tentangI kebenaranI peristiwaI yangI diajukanI kepadanyaI danI 

setelahI ituI mempertimbangkanI denganI menyatakanI suatuI hukumI terhadapI 

peristiwa.I HakimI sebagaiI pelaksanaI dariI kekuasaanI kehakimanI berhakI dalamI 

memutuskanI suatuI perkaraI pidanaI baikI ituI ringanI ataupunI berat,I tetapiI tidakI lepasI 

dariI unsur-unsurI hukumI ataupunI fakta-faktaI hukumI yangI mempengaruhiI putusanI 

hakimI tersebut.I DenganI demikianI seseorangI yangI melakukanI tindakI kekerasanI 

seksualI sangatI diharuskanI untukI diberiI sanksiI (hukuman)I pidanaI sesuaiI denganI 

undang-undangI yangI berlakuI sebagaiI bentukI adanyaI kebijakkanI hukumI atasI 

kejahatanI yangI dilakukannya. 

 

PerilakuI manusiaI yangI jahat,I tidakI bermoralI danI antisosialI membuatI marahI orang,I 

menyebabkanI kejengkelanI padaI orangI danI sangatI berbahayaI bagiI masyarakatI 

umum.I Karenanya,I kejahatanI yangI mengacuI padaI kekerasanI seksualI iniI tidakI 

bolehI terusI berkembangI danI bertumbuhI diI dalamI kehidupanI masyarakat,I makaI 
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tindakI kekerasanI seksualI harusI dikesampingkanI demiI ketertiban,I keamanan,I danI 

keselamatanI masyarakat. 

 

BerdasarkanI latarI belakangI diatas,I makaI penulisI tertarikI menulisI skripsiI denganI 

judulI AnalisisI DasarI PertimbanganI HakimI DalamI PenjatuhanI PidanaI TerhadapI 

AnakI PelakuI PencabulanI SecaraI BerlanjutI (StudiI PutusanI Nomor:1/Pid.Sus-

Anak/2023/PN.Bbu). 

 

B. PerumusanI MasalahI danI RuangI Lingkup 

1. Permasalahan 

BerdasarkanI latarI belakangI diatasI penulisI merumuskanI permasalahanI yaitu: 

a) ApakahI dasarI PertimbanganI HakimI dalamI menjatuhkanI pidanaI anakI pelakuI 

tindakI pidanaI pencabulanI terhadapI anakI yangI dilakukanI secaraI berlanjutI dalamI 

perkaraI NomorI 1/Pid.sus-anak/2023/PN.Bbu?I  

b) ApakahI PutusanI NomorI 1/Pid.sus-anak/2023/PN.BbuI yangI dijatuhkanI HakimI 

terhadapI paraI pelakuI tindakI pidanaI pencabulanI telahI memenuhiI aspekI 

keadilan? 

 

2. RuangI LingkupI Penelitian 

RuangI lingkupI bidangI ilmuI padaI penelitianI skripsiI iniI yaituI HukumI PidanaI yangI 

cakupanI lingkupI kajianI penelitianI bertempatI diI PengadilanI NegeriI BlambanganI 

Umpu,I KabupatenI WayI Kanan,I ProvinsiI LampungI padaI TahunI 2023.I FokusI padaI 

penelitianI iniI yaituI AnalisisI DasarI PertimbanganI HakimI dalamI PenjatuhanI PidanaI 

TerhadapI AnakI PelakuI PencabulanI SecaraI BerlanjutI berdasarkanI PutusanI 

Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.BbuI berdasarkanI PutusanI Nomor:1/Pid.Sus-

Anak/2023/PN.Bbu. 
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C. TujuanI danI KegunaanI Penelitian 

1. TujuanI PenelitianI  

AdapunI yangI menjadiI tujuanI penulisanI iniI yaituI untuk:I  

a. MengetahuiI danI menganalisisI dasarI PertimbanganI HakimI dalamI menjatuhkanI 

pidanaI anakI pelakuI tindakI pidanaI pencabulanI terhadapI anakI yangI dilakukanI 

secaraI berlanjutI dalamI perkaraI NomorI 1/Pid.sus-anak/2023/PN.Bbu. 

b. MengetahuiI PutusanI NomorI 1/Pid.sus-anak/2023/PN.BbuI yangI dijatuhkanI 

HakimI terhadapI paraI pelakuI tindakI pidanaI pencabulanI telahI memenuhiI aspekI 

keadilan. 

 
2. KegunaanI PenelitianI  

PenelitiI berharapI penelitianI iniI dapatI bergunaI mencakupI kegunaanI teoritisI danI 

kegunaanI praktisI yaitu: 

a. KegunaanI TeoritisI  

SecaraI teoritisI hasilI penelitianI iniI dapatI memberikanI pemikiranI bagiI 

perkembanganI ilmuI pengetahuan,I dalamI lingkupI dibidangI hukumI khususnyaI 

dalamI bidangI hukumI pidana.I HalI iniI berkaitanI denganI AnalisisI DasarI 

PertimbanganI HakimI DalamI PenjatuhanI PidanaI TerhadapI AnakI PelakuI 

PencabulanI SecaraI BerlanjutI berdasarkanI PutusanI Nomor:1/Pid.Sus-

Anak/2023/PN.Bbu.I MelaluiI penelitianI iniI makaI diharapkanI agarI dapatI 

membukaI cakrawalaI danI pengetahuanI mengenaiI penerapanI hukumI secaraI 

nyataI sehinggaI masaI yangI akanI datangI terciptaI hukumI yangI lebihI kondusif.I  
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b. KegunaanI Praktis 

KegunaanI PraktisI dariI penelitianI iniI yaitu:I  

1) HasilI penelitianI iniI secaaraI praktisI diharapkanI dapatI memberikanI 

informasiI danI suatuI wawasanI yangI bermanfaatI bagiI diriI sayaI sendiriI 

maupunI bagiI masyarakatI terkaitI AnalisisI DasarI PertimbanganI HakimI 

DalamI PenjatuhanI PidanaI TerhadapI AnakI PelakuI PencabulanI SecaraI 

BerlanjutI berdasarkanI PutusanI Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bbu. 

2) HasilI penelitianI iniI diharapkanI dapatI dijadikanI referensiI terhadapI 

mahasiswaI danI masyarakatI yangI membutuhkanI referensiI sebagaiI bahanI 

penelitian.I  

 

D. KerangkaI TeoritisI danI Konseptual 

1. KerangkaI Teoritis 

PengertianI kerangkaI teoriI menurutI SoerjonoI SoekantoI adalahI serangkaianI 

abstraksiI hasilI pemikiranI atauI kerangkaI acuanI atauI dasarI yangI relevanI untukI 

pelaksanaanI suatuI penelitianI ilmiah,I khususnyaI penelitianI hukum.I KerangkaI 

teoritisI yangI digunakanI dalamI penelitianI iniI yaitu: 

1) TeoriI PertimbanganI Hakim 

PertimbanganI hakimI adalahI suatuI tahapanI dimanaI majelisI hakimI 

mempertimbangkanI fakta-faktaI yangI terungkapI selamaI prosesI persidanganI 

berlangsung.I PertimbanganI hakimI merupakanI salahI satuI aspekI terpentingI dalamI 

menentukanI terwujudnyaI nilaiI dariI suatuI putusanI hakimI yangI mengandungI 

keadilanI danI mengandungI kepastianI hukum,I disampingI ituI jugaI mengandungI 

manfaatI bagiI paraI pihakI yangI bersangkutanI sehinggaI pertimbanganI hakimI iniI 

harusI disikapiI denganI teliti,I baik,I danI cermat.I ApabilaI pertimbanganI hakimI tidakI 
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teliti,I baik,I danI cermatI makaI putusanI hakimI yangI berasalI dariI pertimbanganI 

hakimI tersebutI akanI dibatalkanI olehI PengadilanI Tinggi/MahkamahI Agung.11 

HakimI dalamI memeriksaI suatuI perkaraI jugaI memerlukanI adanyaI pembuktian,I 

dimanaI hasilI dariI pembuktianI ituI dapatI dijadikanI bahanI pertimbanganI olehI hakimI 

dalamI memutusI perkara.I PembuktianI merupakanI tahapI yangI palingI pentingI dalamI 

pemeriksaanI selamaI peridangan.I PembuktianI bertujuanI untukI memperolehI 

kepastianI bahwaI suatuI peristiwa/faktaI yangI sudahI diajukanI ituI benar-benarI 

terjadi,I gunaI mendapatkanI putusanI hakimI yangI benarI danI adil.I HakimI tidakI dapatI 

menjatuhkanI suatuI putusanI sebelumI nyataI baginyaI bahwaI peristiwa/faktaI tersebutI 

benar-benarI terjadi,I yakniI dapatI dibuktikanI kebenarannya,I sehinggaI tampakI 

adanyaI hubunganI hukumI antaraI paraI pihak.12 

 

PadaI hakikatnya,I pertimbanganI hakimI sebaiknyaI jugaI memuatI tentangI hal-halI 

sebagaiI berikut:I  

a) PokokI persoalanI danI hal-halI yangI diakuiI atauI dalil-dalilI yangI tidakI disangkal. 

b) AdanyaI analisisI secaraI yuridisI terhadapI putusanI segalaI aspekI menyangkutI 

semuaI fakta/hal-halI yangI terbuktiI dalamI persidangan.I  

c) AdanyaI semuaI bagianI dariI petitumI pihakI PenggugatI yangI harusI 

mempertimbangkan/diadiliI secaraI satuI demiI satuI sehinggaI hakimI dapatI 

menarikI kesimpulanI tentangI terbuktiI atauI tidaknyaI danI dapatI 

dikabulkan/tidaknyaI tuntutanI tersebutI dalamI amarI putusan.13 

 

 
11 Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, Hlm. 140 
12 Ibid 
13 Ibid 
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PertimbanganI hukumI diartikanI suatuI tahapanI diI manaI majelisI hakimI 

mempertimbangkanI faktaI yangI terungkapI selamaI persidanganI berlangsung,I mulaiI 

dariI dakwaan,I tuntutan,I eksepsiI dariI terdakwaI yangI dihubungkandenganI alatI buktiI 

yangI memenuhiI syaratI formilI danI syaratI materil,I yangI disampaikanI dalamI 

pembuktian,I pledoi.I DalamI pertimbanganI hukumI dicantumkanI pulaI pasal-pasalI 

dariI peraturanI hukumI yangI dijadikanI dasarI dalamI putusanI tersebut.I PertimbanganI 

hakimI atauI RatioI DecidendiI adalahI argumentI atauI alasanI yangI dipakaiI olehI hakimI 

sebagaiI pertimbanganI hukumI yangI menjadiI dasarI sebelumI memutusI kasus.I 

MenurutI RusliI MuhammadI dalamI melakukanI pertimbanganI hakimI adaI duaI 

macamI yaituI pertimbanganI secaraI yuridisI danI sosilogis: 

a) PertimbanganI Yuridis 

PertimbanganI yuridisI adalahI pertimbanganI hakimI yangI didasarkanI padaI fakta-

faktaI yuridisI yangI terungkapI dalamI persidanganI danI olehI Undang-UndangI 

ditetapkanI sebagaiI halI yangI harusI dimuatI diI dalamI putusan.I Hal-halI yangI 

dimaksudI tersebutI antaraI lain: 

(a) DakwaanI PenuntutI Umum 

(b) KeteranganI Terdakwa 

(c) KeteranganI Saksi 

(d) Barang-barangI Bukti 

(e) Pasal-PasalI dalamI PeraturanI HukumI Pidana 

 

b) PertimbanganI Sosiologis 

Hal-halI yangI perluI diperhatikanI dalamI pertimbanganI sosiologisI sebagaiI berikut: 

(a) LatarI BelakangI Terdakwa 

(b) AkibatI PerbuatanI Terdakwa 

(c) KondisiI DiriI Terdakwa 

(d) AgamaI Terdakwa 
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PertimbanganI hakimI secaraI sosiologisI diaturI dalamI PasalI 5I AyatI (1)I Undang-

UndangI No.I 48I TahunI 2009I tentangI KekuasaanI KehakimanI menyatakanI bahwaI 

hakimI wajibI menggali,I mengikutiI danI memahamiI nilai-nilaiI hukumI danI rasaI 

keadilanI yangI hidupI dalamI masyarakat.I Faktor-faktorI yangI harusI 

dipertimbangkanI secaraI sosiologisI olehI hakimI dalamI menjatuhkanI putusanI 

terhadapI suatuI kasus,I antaraI lain: 

a) MemperhatikanI sumberI hukumI tidakI tertulisI danI nilai-nilaiI yangI hidupI dalamI 

masyarakat.I  

b) MemperhatikanI sifatI baikI danI burukI dariI terdakwaI sertaI nilai-nilaiI yangI 

meringankanI maupunI hal-halI yangI memberatkanI terdakwa.I  

c) MemperhatikanI adaI atauI tidaknyaI perdamaian,I kesalahan,I perananI korban.I  

d) FaktorI masyarakat,I yakniI lingkunganI diI manaI hukumI tersebutI berlakuI atauI 

diterapkan. 

e) FaktorI kebudayaan,I yakniI sebagaiI hasilI karyaI ciptaI danI rasaI yangI didasarkanI 

padaI karsaI manusiaI dalamI pergaulanI hidup. 

 

2) TeoriI KeadilanI Sustantif 

KeadilanI secaraI umumI diartikanI sebagaiI perbuatanI atauI perlakuanI yangI adil.I 

SementaraI adilI adalahI tidakI beratI sebelah,I tidakI memihakI danI berpihakI kepadaI 

yangI benar.I KeadilanI menurutI kajianI filsafatI adalahI apabilaI dipenuhiI duaI prinsip,I 

yaitu:I pertamaI tidakI merugikanI seseorangI danI kedua,I perlakuanI kepadaI tiap-tiapI 

manusiaI apaI yangI menjadiI haknya.I JikaI keduaI prinsipI iniI dapatI dipenuhiI barulahI 

ituI dikatakanI adil.14
I KeadilanI padaI dasarnyaI sifatnyaI adalahI abstrak,I danI hanyaI 

bisaI dirasakaI denganI akalI danI pikiranI sertaI rasionalitasI dariI setiapI induvinduI 

masyarakat.I  

 

KeadilanI tidakI berbentukI danI tidakI dapatI terlihatI namunI pelaksanaanyaI dapatI kitaI 

lihatI dalamI prespektifI pencarianI keadilan.I DalamI memberikanI putusanI terhadapI 

suatuI perkaraI pidana,I seharusnyaI putusanI hakimI tersebutI berisiI alasan-alasanI danI 

 
14 Prodjodikoro Wirjono, 2004, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta, Refika Aditama, 

Hlm. 73. 
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pertimbangan-pertimbanganI ituI dapatI dibacaI motivasiI yangI jelasI dariI tujuanI 

putusanI diambil,I yaituI untukI menegakanI hukumI (kepastianI hukum)I danI 

memberikanI keadilan.15
I  

 

BerlakunyaI KUHAPI menjadiI peganganI hakimI dalamI menciptakanI keputusan-

keputusanI yangI tepatI danI harusI dapatI dipertanggungI jawabkan. PrinsipI KeadilanI 

JohnI RawlsI terdiriI dariI duaI halI yaitu: 

(1) eachI personI isI toI haveI anI equalI rightI toI theI mostI extensiveI totalI systemI ofI 

equalI basicI libertiesI nacompatibleI withI aI  

(a) inequalitiesareI toI beI arrangedI soI thatI theyI areI toI theI greatestI benefitI ofI 

theI leastI advantagedI andI  

(b) areI attachedI toI officesI andI positionsI openI toI allI underI conditionsI ofI fairI 

equalityI ofI opportunity.I  

 

(2) PrinsipI pertamaI menyatakanI bahwaI setiapI orangI atauI wargaI negaraI harusI 

mendapatkanI hakI yangI samaI dariI keseluruhanI sistemI sosialI dalamI 

mendapatkanI kebebasanI palingI hakikiI yangI ditawarkanI padaI manusia. similarI 

systemI ofI libertyI forI all socialI andI economic.I I I  

HalI tersebutI harusI berlakuI secaraI samaI padaI setiapI individu.I PrinsipI pertamaI iniI 

disebutI sebagaiI prinsipI mengenaiI kebebasanI danI hakI dasarI manusiaI yangI perluI 

diperolehI denganI setaraI padaI setiapI individu.I PrinsipI keduaI menyatakanI bahwaI 

ketimpanganI sosialI danI ekonomiI diaturI sedemikianI rupaI agarI memberikanI 

keuntunganI terbesarI bagiI kalanganI yangI palingI tidakI beruntungI dalamI 

masyarakat.I DenganI kehadiranI prinsipI keduaI bagianI (a),I makaI bagianI (b)I 

 
15 Nanda Agung Dewantara, 1987, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara 

Pidana, Jakarta, Aksara Persona Indonesia, Hlm. 50. 



16 
 

memberikanI kesempatanI yangI fairI padaI setiapI orangI untukI mendapatkanI 

kesempatanI yangI samaI dalamI keseluruhanI sistemI sosial,I politik,I ekonomi.I MakaI 

tugasI pemerintah,I masyarakat,I danI individuI menjadiI mutlakI untukI dijalankanI 

demiI memenuhiI keseluruhanI prinsipI tersebut. 

 

2. KonseptualI  

KonseptualI adalahI penggambaranI antaraI konsep-konsepI khususI yangI merupakanI 

kumpulanI dalamI artiI yangI berkaitan,I denganI istilahI yangI akanI ditelitiI dan/atauI 

diuraikanI dalamI karyaI ilmiah.I IstilahI yangI digunakanI dalamI penulisanI skripsiI iniI 

adalahI sebagaiI berikut:I  

1) DasarI PertimbanganI HakimI yaituI suatuI aspekI terpentingI dalamI menentukanI 

terwujudnyaI nilaiI dariI suatuI putusanI hakimI yangI mengandungI keadilanI danI 

mengandungI kepastian.16 

2) TindakI PidanaI PencabulanI yaituI suatuI tindakanI yangI dilakukanI olehI seseorangI 

yangI didorongI olehI keinginanI seksualI untukI melakukanI hal-halI yangI dapatI 

membangkitkanI hawaI nafsuI birahi.17 

3) AnakI yaituI seorangI yangI belumI berusiaI 18I Tahun,I termasukI diI dalamnyaI 

merekaI yangI masihI dalamI kandunganI seorangI ibu.18 

4) TindakI PidanaI YangI DilakukanI SecaraI BerlanjutI yaituI TindakI pidanaI yangI 

dilakukanI secaraI berlanjutI atauI berulang-ulangI dapatI mencakupI berbagaiI jenisI 

kejahatanI yangI terusI menerusI terjadiI dalamI jangkaI waktuI tertentu.19 

 
16 Heri Hartanto & Rizki Lukman M, Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus 

Tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dalam Gugatan Perdata Yang Diajukan 

Di Pengadilan Negeri, Jurnal Verstek Vol. 8 No. 2, hlm. 133 
17 Nunuk Sulisrudatin, Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil, Jurnal Ilmiah 

Hukum Dirgantara, Vol. 6 No. 2, hlm. 19 
18 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak 
19 Nazir, Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jurnal 

Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Vol. 3, 2015, hlm. 3 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=11cb182405cf8165JmltdHM9MTY4NzczNzYwMCZpZ3VpZD0wNGE1YmViNi1iMDdiLTYxNjMtMjQ5Zi1hY2QzYjFkNzYwZTgmaW5zaWQ9NTczNw&ptn=3&hsh=3&fclid=04a5beb6-b07b-6163-249f-acd3b1d760e8&psq=anak+di+bawah+umur+yaitu&u=a1aHR0cHM6Ly8xMjNkb2suY29tL2FydGljbGUvcGVuZ2VydGlhbi1iYXRhcy11c2lhLWFuYWstdGluamF1YW4tYW5hay1iYXdhaC1wYW50aS55OGdvazltMA&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=11cb182405cf8165JmltdHM9MTY4NzczNzYwMCZpZ3VpZD0wNGE1YmViNi1iMDdiLTYxNjMtMjQ5Zi1hY2QzYjFkNzYwZTgmaW5zaWQ9NTczNw&ptn=3&hsh=3&fclid=04a5beb6-b07b-6163-249f-acd3b1d760e8&psq=anak+di+bawah+umur+yaitu&u=a1aHR0cHM6Ly8xMjNkb2suY29tL2FydGljbGUvcGVuZ2VydGlhbi1iYXRhcy11c2lhLWFuYWstdGluamF1YW4tYW5hay1iYXdhaC1wYW50aS55OGdvazltMA&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=11cb182405cf8165JmltdHM9MTY4NzczNzYwMCZpZ3VpZD0wNGE1YmViNi1iMDdiLTYxNjMtMjQ5Zi1hY2QzYjFkNzYwZTgmaW5zaWQ9NTczNw&ptn=3&hsh=3&fclid=04a5beb6-b07b-6163-249f-acd3b1d760e8&psq=anak+di+bawah+umur+yaitu&u=a1aHR0cHM6Ly8xMjNkb2suY29tL2FydGljbGUvcGVuZ2VydGlhbi1iYXRhcy11c2lhLWFuYWstdGluamF1YW4tYW5hay1iYXdhaC1wYW50aS55OGdvazltMA&ntb=1
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E. SistematikaI Penulisan 

UntukI mempermudahI danI memahamiI penulisanI skripsiI iniI secaraI keseluruhan,I 

makaI disajikanI sistematikaI penulisanI sebagaiI berikut: 

I. PENDAHULUAN 

MerupakanI babI semuaI tentangI latarI belakang,I permasalahanI danI ruangI 

lingkup,I tujuanI danI kegunaanI penelitian,I kerangkaI teoritisI danI konseptual,I 

sertaI sistematikaI penulisan. 

II. TINJAUANI PUSTAKA 

MerupakanI babI pengantarI yangI menguraikanI tentangI pengertianI pengertianI 

umumI dariI pokokI bahasanI yangI memuatI tinjauanI umumI mengenaiI AnalisisI 

DasarI PertimbanganI HakimI DalamI PenjatuhanI PidanaI TerhadapI AnakI PelakuI 

PencabulanI SecaraI BerlanjutI (StudiI PutusanI Nomor:1/Pid.Sus-

Anak/2023/PN.Bbu). 

III. METODEI PENELITIAN 

MerupakanI babI yangI membahasI suatuI masalahI yangI menggunakanI metodeI 

ilmiahI secaraI sistematis,I yangI meliputiI pendekatanI masalah,I sumber,I jenisI 

data,I prosedurI pengumpulanI danI pengelolaanI data,I sertaI analisisI data.I 

SehinggaI denganI demikianI memerlukanI suatuI metodeI yangI jelasI danI efektifI 

agarI hasilI yangI diperolehI dariI penelitianI iniI dapatI dipertanggungjawabkan. 

IV. HASILI PENELITIANI DANI PEMBAHASAN 

MerupakanI babI yangI berisikanI tentangI pembahasanI yangI mengemukakanI 

hasilI penelitianI mengenaiI AnalisisI DasarI PertimbanganI HakimI DalamI 

PenjatuhanI PidanaI TerhadapI AnakI PelakuI PencabulanI SecaraI BerlanjutI 

(StudiI PutusanI Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bbu). 
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V. PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan  dari materi yang 

telah didapat pada hasil penelitian serta memuat saran penulis terkait 

permasalahan yang dibahas dimana dapat dipergunakan bagi pihak-pihak 

yang memerlukan.  
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II. TINJAUANI PUSTAKA 

 

 

A. TinjauanI DasarI PertimbanganI Hakim 

 

DalamI menjatuhkanI putusanI pengadilan,I hakimI memegangI peranI yangI sangatI 

pentingI dalamI memastikanI keadilanI danI kepastianI hukum.I HalI iniI mengingatI 

keputusanI yangI diambilI olehI hakimI memilikiI dampakI yangI luasI terhadapI 

individu,I masyarakat,I danI lembagaI hukumI secaraI keseluruhan.I OlehI karenaI itu,I 

dasar-dasarI yangI menjadiI pedomanI bagiI hakimI dalamI menjatuhkanI putusanI 

pengadilanI haruslahI didasarkanI padaI teori-teoriI hukumI yangI relevanI sertaI hasilI 

penelitianI yangI berkaitanI denganI kasusI yangI sedangI dihadapi.I  

 

PendekatanI iniI memastikanI bahwaI putusanI yangI diambilI memilikiI dasarI yangI 

kuatI danI mendukung,I sehinggaI mampuI memberikanI keadilanI yangI seimbangI danI 

memenuhiI standarI hukumI yangI berlaku.I Pertama-tama,I pentingI untukI memahamiI 

bahwaI hakimI bertindakI sebagaiI penegakI hukumI yangI independenI danI netral.I 

MerekaI harusI mampuI mempertimbangkanI denganI seksamaI semuaI buktiI danI 

argumenI yangI disajikanI diI pengadilanI tanpaI adanyaI prasangkaI atauI preferensiI 

pribadi.I Dasar-dasarI hakimI dalamI menjatuhkanI putusanI pengadilanI haruslahI 

mencakupI pemahamanI yangI mendalamI tentangI hukumI danI prinsip-prinsipnya,I 

sertaI kemampuanI untukI menerapkannyaI secaraI tepatI dalamI konteksI kasusI yangI 

dihadapi. 
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SalahI satuI aspekI pentingI dalamI dasarI hakimI adalahI pemahamanI yangI 

komprehensifI tentangI teoriI hukum.I TeoriI hukumI memberikanI kerangkaI kerjaI 

konseptualI yangI pentingI dalamI memahamiI dasar-dasarI hukum,I prinsip-

prinsipnya,I danI bagaimanaI hukumI diterapkanI dalamI praktik.I HakimI perluI 

memahamiI berbagaiI teoriI hukum,I mulaiI dariI positivismeI hukum,I teoriI keadilan,I 

hinggaI teoriI kritis,I danI mampuI mengintegrasikanI pemahamanI tersebutI dalamI 

prosesI pengambilanI keputusan.I Misalnya,I pemahamanI akanI teoriI keadilanI dapatI 

membantuI hakimI dalamI menentukanI apakahI suatuI keputusanI akanI memberikanI 

hasilI yangI adilI bagiI semuaI pihakI yangI terlibat. 

 

SelainI itu,I hasilI penelitianI jugaI memainkanI peranI pentingI dalamI membentukI 

dasarI bagiI hakimI dalamI menjatuhkanI putusanI pengadilan.I PenelitianI hukumI 

menyediakanI wawasanI yangI berhargaI tentangI isu-isuI hukumI yangI kompleks,I trenI 

hukum,I danI pendekatanI yangI efektifI dalamI penyelesaianI kasus.I HakimI perluI 

mengacuI padaI penelitianI yangI relevanI untukI memahamiI lebihI dalamI konteksI 

kasusI yangI merekaI hadapi,I sertaI untukI mendukungI argumenI danI keputusanI yangI 

merekaI buat. 

 

PentingnyaI mengintegrasikanI teoriI danI hasilI penelitianI dalamI prosesI pengambilanI 

keputusanI hakimI tidakI bisaI dilebih-lebihkan.I MelaluiI pendekatanI ini,I hakimI dapatI 

memastikanI bahwaI putusanI yangI diambilI didasarkanI padaI pemahamanI yangI 

menyeluruhI tentangI hukum,I sertaI didukungI olehI buktiI danI analisisI yangI solid.I HalI 

iniI membantuI meminimalkanI risikoI kesalahanI atauI ketidakadilanI dalamI prosesI 

peradilan,I sertaI memberikanI keyakinanI kepadaI masyarakatI akanI keadilanI danI 

kepastianI hukum. 
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DalamI konteksI upayaI mencapaiI kepastianI hukum,I peranI hakimI sebagaiI aparatI 

penegakI hukumI sangatlahI penting.I PutusanI yangI diambilI olehI hakimI tidakI hanyaI 

mencerminkanI penerapanI hukumI secaraI tepat,I tetapiI jugaI menjadiI tolakI ukurI bagiI 

kepastianI hukumI secaraI keseluruhan.I KetikaI hakimI mampuI menjatuhkanI putusanI 

yangI didasarkanI padaI teori-teoriI hukumI yangI relevanI danI hasilI penelitianI yangI 

berkualitas,I halI iniI membantuI memperkuatI kepercayaanI masyarakatI terhadapI 

sistemI peradilanI danI memberikanI landasanI yangI kokohI bagiI kepastianI hukum. 

 

DalamI rangkaI mencapaiI kepastianI hukumI yangI optimal,I pentingI untukI 

memperhatikanI bahwaI prosesI peradilanI haruslahI transparan,I akuntabel,I danI 

independen.I HakimI harusI menjalankanI tugasI merekaI tanpaI adanyaI tekananI atauI 

intervensiI dariI pihak-pihakI eksternal,I danI keputusanI yangI merekaI ambilI haruslahI 

didasarkanI semata-mataI padaI hukumI danI buktiI yangI ada.I SelainI itu,I adanyaI 

mekanismeI bandingI danI supervisiI jugaI pentingI untukI memastikanI bahwaI putusanI 

hakimI dapatI diperiksaI danI dievaluasiI secaraI objektif. 

 

PokokI kekuasaanI kehakimanI diaturI dalamI Undang-undangI DasarI 1945I BabI IXI 

PasalI 24I danI PasalI 25I sertaI diI dalamI Undang-undangI NomorI 48I tahunI 2009.I 

Undang-undangI DasarI 1945I menjaminI adanyaI sesuatuI kekuasaanI kehakimanI 

yangI bebas.I HalI iniI tegasI dicantumkanI dalamI PasalI 24I terutamaI dalamI penjelasanI 

PasalI 24I AyatI (1  danI penjelasanI PasalI 1I AyatI (1)I UUI No.I 48I TahunI 2009,I yaituI 

kekuasaanI kehakimanI adalahI kekuasaanI negaraI yangI merdekaI untukI 

menyelenggarakanI peradilanI gunaI menegakkanI hukumI danI keadilanI berdasarkanI 

pancasilaI danI Undang-undangI NegaraI RepublikI IndonesiaI TahunI 1945I demiI 

terselenggaranyaI NegaraI HukumI RepublikI Indonesia.I  
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KekuasaanI kehakimanI merupakanI kekuasaanI yangI merdekaI dalamI ketentuanI iniI 

mengandungI pengertianI bahwaI kekuasaanI kehakimanI bebasI dariI segalaI campurI 

tanganI pihakI kekuasaanI ekstraI yudisial,I kecualiI hal-halI sebagaimanaI disebutI 

dalamI Undang-undangI DasarI 1945.I KebebasanI dalamI melaksanakanI wewenangI 

yudisialI bersifatI tidakI mutlakI karenaI tugasI hakimI alahI menegakkanI hukumI danI 

keadilanI berdasarkanI Pancasila,I sehinggaI putusannyaI mencerminkanI rasaI 

keadilanI rakyatI Indonesia.I KemudianI PasalI 24I AyatI (2)I menegaskanI bahwa:I 

kekuasanI kehakimanI dilakukanI olehI sebuahI MahkamahI AgungI danI badanI 

peradilanI yangI beradaI diI bawahnyaI dalamI lingkunganI peradilanI umum,I 

lingkunganI peradilanI agama,I lingkunganI peradilanI militer,I lingkunganI peradilanI 

tataI usahaI negara,I danI olehI sebuahI mahkamahI konstitusi.20 

 

SeorangI hakimI memilikiI peranI yangI sangatI pentingI dalamI menjagaI keadilanI 

dalamI suatuI masyarakat.I DalamI menjalankanI tugasnya,I seorangI hakimI 

diwajibkanI untukI menegakkanI hukumI danI keadilanI denganI tidakI memihakI 

kepadaI pihakI manaI pun.I HalI iniI merupakanI prinsipI dasarI yangI harusI dipegangI 

teguhI olehI setiapI hakimI untukI memastikanI bahwaI keputusanI yangI diambilI adalahI 

hasilI dariI pertimbanganI yangI obyektifI danI tidakI dipengaruhiI olehI faktor-faktorI 

eksternalI yangI tidakI relevan. 

 

KetikaI sebuahI peristiwaI atauI kasusI diajukanI kepadanya,I hakimI memilikiI 

tanggungI jawabI untukI melakukanI penyelidikanI danI penelaahanI yangI cermatI 

terhadapI setiapI faktaI yangI ada.I IniI termasukI mengumpulkanI bukti-buktiI yangI 

relevan,I mendengarkanI kesaksianI dariI berbagaiI pihakI yangI terlibat,IdanI 

 
20 Andi Hamzah, 1996, Kuhp Dan Kuhap, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm.94 
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memeriksaI dokumen-dokumenI yangI berkaitanI denganI kasusI tersebut.I ProsesI iniI 

pentingI dilakukanI agarI hakimI memilikiI pemahamanI yangI komprehensifI tentangI 

semuaI aspekI yangI terkaitI denganI kasusI yangI sedangI diputuskannya. 

 

Selanjutnya,I hakimI harusI mampuI menghubungkanI fakta-faktaI yangI telahI 

terungkapI denganI hukumI yangI berlaku.I HalI iniI membutuhkanI pemahamanI yangI 

mendalamI tentangI berbagaiI aspekI hukumI yangI relevan,I termasukI undang-undangI 

yangI terkaitI langsungI denganI kasusI tersebutI sertaI preseden-presedenI hukumI yangI 

telahI adaI sebelumnya.I DenganI demikian,I hakimI dapatI menilaiI apakahI fakta-faktaI 

yangI adaI sesuaiI denganI ketentuanI hukumI yangI berlakuI atauI tidak. 

 

NamunI demikian,I dalamI menjatuhkanI putusan,I hakimI tidakI bolehI hanyaI 

mempertimbangkanI aspek-aspekI hukumI semata.I KeadilanI yangI sesungguhnyaI 

jugaI mempertimbangkanI nilai-nilaiI moralI danI etikaI yangI berkembangI dalamI 

masyarakat.I OlehI karenaI itu,I hakimI jugaI harusI memastikanI bahwaI putusannyaI 

mencerminkanI nilai-nilaiI tersebutI danI tidakI bertentanganI denganI rasaI keadilanI 

yangI diyakiniI olehI masyarakatI padaI umumnya. 

 

SelainI itu,I hakimI jugaI harusI memastikanI bahwaI setiapI keputusanI yangI diambilnyaI 

didasarkanI padaI prinsip-prinsipI keadilanI yangI adilI danI proporsional.I IniI berartiI 

bahwaI sanksiI atauI hukumanI yangI diberikanI haruslahI sebandingI denganI kesalahanI 

atauI pelanggaranI yangI dilakukanI olehI pihakI yangI bersangkutan.I DalamI halI ini,I 

hakimI harusI dapatI menimbangI denganI cermatI berbagaiI faktorI yangI 

mempengaruhiI tingkatI kesalahanI atauI pelanggaran,I termasukI motif,I niat,I danI 

dampakI dariI tindakanI yangI dilakukan. 
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TidakI hanyaI itu,I hakimI jugaI harusI bersikapI tegasI danI beraniI dalamI menjatuhkanI 

putusanI yangI adilI tanpaI adanyaI tekananI dariI pihakI manapun.I KeputusanI yangI 

diambilI haruslahI bersifatI independenI danI tidakI dipengaruhiI olehI pertimbanganI 

politik,I ekonomi,I atauI sosial.I HalI iniI pentingI untukI memastikanI bahwaI keadilanI 

benar-benarI ditegakkanI danI tidakI adaI pihakI yangI merasaI dirugikanI atauI dirugikanI 

secaraI tidakI adilI olehI keputusanI hakim. 

 

SelainI itu,I hakimI jugaI harusI memastikanI bahwaI prosesI persidanganI berlangsungI 

denganI transparanI danI terbukaI untukI umum.I IniI termasukI memberikanI 

kesempatanI kepadaI semuaI pihakI yangI terlibatI untukI menyampaikanI argumennyaI 

secaraI adilI danI memberikanI aksesI yangI samaI kepadaI semuaI pihakI untukI 

mendapatkanI informasiI yangI diperlukanI dalamI kasusI tersebut.I DenganI demikian,I 

hakimI dapatI memastikanI bahwaI setiapI keputusanI yangI diambilI didasarkanI padaI 

informasiI yangI akuratI danI lengkap. 

 

DalamI menjalankanI tugasnya,I hakimI jugaI harusI senantiasaI mengutamakanI 

kepentinganI danI kesejahteraanI masyarakatI secaraI keseluruhan.I IniI berartiI bahwaI 

setiapI keputusanI yangI diambilI haruslahI mempertimbangkanI dampaknyaI terhadapI 

masyarakatI danI memastikanI bahwaI keadilanI ditegakkanI untukI kepentinganI 

bersama.I DenganI demikian,I hakimI dapatI memainkanI peranI yangI pentingI dalamI 

menjagaI stabilitasI danI kedamaianI dalamI suatuI masyarakat. 

 

SeorangI hakimI dianggapI tahuI akanI hukumnyaI sehinggaI tidakI bolehI menolakI 

memeriksaI danI mengadiliI suatuI peristiwaI yangI diajukanI kepadanya.I HalI iniI diaturI 

dalamI PasalI 16I AyatI (1)I UUI No.I 35I TahunI 1999I jo.I UUI No.I 48I TahunI 2009I yaitu:I 

pengadilanI tidakI bolehI menolakI untukI memeriksaI danI mengadiliI suatuI perkaraI 
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yangI diajukanI denganI dalihI bahwaI hukumI tidakI atauI kurangI jelas,I melainkanI 

wajibI untukI memeriksaI danI mengadilinya.I SeorangI hakimI dalamI menemukanI 

hukumnyaI diperbolehkanI unrukI bercerminI padaI yurisprudensilI danI pendapatI paraI 

ahliI hukumI terkenalI (doktrin).I HakimI dalamI memberikanI putusanI tidakI hanyaI 

berdasarkanI padaI nilai-nilaiI hukumI yangI hidupI dalamI masyarakat. 

 

B. TinjauanI tentangI TindakI PidanaI Pencabulan 

IstilahI tindakI pidanaI merupakanI masalahI yangI berhubunganI eratI denganI masalahI 

kriminalisasiI (criminalI policy)I yangI diartikanI sebagaiI prosesI penetapanI perbuatanI 

orangI yangI semulaI bukanI merupakanI tindakI pidanaI menjadiI tindakI pidana,I prosesI 

penetapanI iniI merupakanI masalahI perumusanI perbuatan-perbuatanI yangI beradaI diI 

luarI diriI seseorang.21
I IstilahI tindakI pidanaI merupakanI konsepI yangI sangatI pentingI 

dalamI hukumI pidana.I HalI iniI berkaitanI eratI denganI penerapanI hukumI danI 

penegakanI keadilanI dalamI suatuI masyarakat.I PemahamanI tentangI tindakI pidanaI 

tidakI hanyaI melibatkanI aspekI hukumI semata,I tetapiI jugaI melibatkanI aspekI sosial,I 

politik,I danI ekonomi. 

 

SecaraI umum,I tindakI pidanaI merujukI padaI perbuatanI yangI dilarangI olehI hukumI 

danI dapatI dikenaiI sanksiI pidana.I Namun,I masalahI yangI timbulI berkaitanI denganI 

tindakI pidanaI seringI kaliI kompleksI danI multidimensional.I SalahI satuI 

permasalahanI utamaI terkaitI denganI tindakI pidanaI adalahI prosesI kriminalisasiI atauI 

criminalization.I CriminalizationI adalahI prosesI diI manaI suatuI perbuatanI yangI 

sebelumnyaI tidakI dianggapI sebagaiI tindakI pidanaI menjadiI dianggapI sebagaiI 

tindakI pidanaI olehI hukum.I IniI melibatkanI penetapanI atauI pembuatanI undang-

 
21 Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghib,2016, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, Hlm.57. 
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undangI yangI menetapkanI perbuatanI tertentuI sebagaiI ilegalI danI dapatI dikenaiI 

sanksiI pidana.I ProsesI iniI seringI kaliI memerlukanI perumusanI hukumI yangI cermatI 

danI berhati-hatiI untukI memastikanI bahwaI kebijakanI kriminalisasiI yangI 

diterapkanI sesuaiI denganI prinsip-prinsipI keadilanI danI keberlakuanI hukumI yangI 

baik. 

 

KeputusanI untukI mengkriminalisasiI suatuI perbuatanI tidakI selaluI didasarkanI padaI 

pertimbanganI hukumI semata.I Faktor-faktorI sosial,I politik,I danI ekonomiI seringI 

kaliI jugaI mempengaruhiI prosesI kriminalisasi.I Misalnya,I suatuI perbuatanI mungkinI 

dianggapI sebagaiI tindakI pidanaI karenaI adanyaI tekananI dariI masyarakatI atauI 

kelompokI kepentinganI tertentu,I meskipunI perbuatanI tersebutI sebelumnyaI tidakI 

dianggapI sebagaiI pelanggaranI hukum. 

 

KebijakanI kriminalisasiI tidakI selaluI mencerminkanI keadilanI atauI kebutuhanI 

masyarakatI secaraI keseluruhan.I TerdapatI risikoI bahwaI kebijakanI kriminalisasiI 

yangI tidakI tepatI dapatI menyebabkanI ketidakadilan,I diskriminasi,I atauI bahkanI 

penyalahgunaanI kekuasaanI olehI aparatI penegakI hukum.I SalahI satuI tantanganI 

utamaI dalamI mengatasiI masalahI kriminalisasiI adalahI memastikanI bahwaI 

kebijakanI yangI diimplementasikanI didasarkanI padaI bukti-buktiI yangI kuatI danI 

mempertimbangkanI dampaknyaI secaraI menyeluruhI terhadapI masyarakat.I IniI 

memerlukanI kolaborasiI antaraI berbagaiI lembagaI danI pemangkuI kepentingan,I 

termasukI pemerintah,I lembagaI hukum,I organisasiI masyarakatI sipil,I danI 

masyarakatI umum. 

 

SelainI itu,I transparansiI danI akuntabilitasI dalamI prosesI pembuatanI kebijakanI 

kriminalisasiI jugaI sangatI penting.I MasyarakatI harusI memilikiI aksesI yangI 
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memadaiI terhadapI informasiI tentangI alasanI diI balikI kebijakanI kriminalisasiI 

tertentuI danI konsekuensinya.I HalI iniI dapatI membantuI mencegahI penyalahgunaanI 

kekuasaanI danI memastikanI bahwaI kebijakanI yangI diambilI mencerminkanI 

kepentinganI danI nilai-nilaiI masyarakatI secaraI luas. 

 

MungkinI perluI untukI merevisiI atauI bahkanI mencabutI kebijakanI kriminalisasiI 

yangI adaI jikaI terbuktiI tidakI efektifI atauI tidakI sesuaiI denganI prinsip-prinsipI 

keadilan.I IniI memerlukanI keterlibatanI aktifI dariI masyarakat,I sertaI kemauanI dariI 

pihakI berwenangI untukI mendengarkanI danI meresponsI kekhawatiranI danI masukanI 

dariI berbagaiI pihak. 

 

SelainI itu,I pentingI jugaI untukI memperhatikanI bahwaI tidakI semuaI perbuatanI yangI 

dianggapI sebagaiI tindakI pidanaI harusI dikenaiI sanksiI pidana.I PendekatanI 

alternatif,I sepertiI rehabilitasi,I mediasi,I atauI pengawasanI komunitas,I mungkinI 

lebihI sesuaiI dalamI beberapaI kasus,I terutamaI untukI pelanggarI hukumI non-

kekerasanI atauI pelanggarI hukumI pemula. 

 

IstilahI tindakI pidanaI dipakaiI sebagaiI terjemahanI dariI istilahI strafbaarI feitI atauI 

delict.I StrafbaarI feitI terdiriI dariI tigaI kata,I yakniI straf,I baar,I danI feit,I secaraI umum,I 

kataI “straf”I artinyaI pidana,I “baar”I artinyaI dapatI atauI bolehI danI “feit”I adalahI 

perbuatan.22
I DalamI kaitannyaI denganI istilahI strafbaarI feitI secaraI utuh,I ternyataI 

strafI diterjemahkanI jugaI denganI kataI hukum.I DanI sudahI lazimI hukumI ituI adalahI 

terjemahanI dariI kataI recht,I seolah-olahI artiI strafI samaI denganI recht.I UntukI kataI 

“baar”,I adaI duaI istilahI yangI digunakanI yakniI bolehI danI dapat.I SedangkanI kataI 

 
22Negara Hukum, Pengertian Tindak Pidana, Https://Www.Negarahukum.Com/Pengertian-Tindak-

Pidana.Html, Diakses Pada 5 Juli 2023 

https://www.negarahukum.com/pengertian-tindak-pidana.html
https://www.negarahukum.com/pengertian-tindak-pidana.html
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“feit”I digunakanI empatI istilahI yakni,I tindak,I peristiwa,I pelanggaran,I danI 

perbuatan.23 

 

TindakI pidanaI berdasarkanI pendapatI paraI ahliI yakni: 

a) MenurutI Pompe,I “strafbaarI feit”I secaraI teoritisI dapatI merumuskanI sebagaiI 

suatuI pelanggaranI normaI (gangguanI terhadapI tertibI hukum)I yangI denganI 

sengajaI ataupunI denganI tidakI disengajaI telahI dilakukanI olehI seorangI pelaku,I 

diI manaI penjatuhanI terhadapI pelakuI tersebutI adalahI perluI demiI 

terpeliharanyaI tertibI hukumI danI terjaminnyaI kepentinganI hukum.24 

b) MenurutI VanI HamelI bahwaI strafbaarI feitI ituI adalahI kekuatanI orangI yangI 

dirumuskanI dalamI undang-undang,I bersifatI melawanI hukum,I patutI dipidanaI 

danI dilakukanI denganI kesalahan. 

c) MenurutI IndiyantoI SenoI AdjiI tindakI pidanaI adalahI perbuatanI seseorangI yangI 

diancamI pidana,I perbuatannyaI bersifatI melawanI hukum,I terdapatI suatuI 

kesalahanI yangI bagiI pelakunyaI dapatI dipertanggungjawabkanI atasI 

perbuatannya.25 

d) MenurutI E.I UtrechtI “strafbaarI feit”I denganI istilahI peristiwaI pidanaI yangI 

seringI jugaI iaI sebutI delik,I karenaI peristiwaI ituI suatuI perbuatanI handelenI atauI 

doenI positifI atauI suatuI melalaikanI natalen-negatif,I maupunI akibatnyaI 

(keadaanI yangI ditimbulkanI karenaI perbuatanI atauI melakukanI itu).26 

e) MenurutI MoeljatnoI tindakI pidanaI adalahI suatuI perbuatanI yangI dilarangI danI 

diancamI denganI pidanaI barangI siapaI yangI melanggarI hukum.27 

f) MenurutI VosI adalahI salahI satuI diantaraI paraI ahliI yangI merumuskanI tindakI 

pidanaI secaraI singkat,I yaituI suatuI kelakuanI manusiaI yangI olehI peraturanI 

perundang-undanganI pidanaI diberiI pidana.28 

 

MemperhatikanI definisiI diI atas,I makaI adaI beberapaI syaratI untukI menentukanI 

perbuatanI ituI sebagaiI tindakI pidana,I syaratI tersebutI adalahI sebagaiI berikut:I  

a) HarusI adaI perbuatanI manusia; 

b) PerbuatanI manusiaI ituI betentanganI denganI hukum; 

c) PerbuatanI ituI dilarangI olehI Undang-undangI danI diancamI denganI pidana; 

d) PerbuatanI ituI dilakukanI olehI orangI yangI dapatI dipertanggungI jawabkan;I dan 

e) PerbuatanI ituI harusI dapatI dipertanggungI jawabkanI kepadaI siI pembuat.29 

 

 
23 Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm.69 
24 Erdianto Effendi, 2014, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Pt. Refika 

Aditama, Hlm.97. 
25 Indriyanto Seno Adji, 2002, Korupsi Dan Hukum Pidana, Jakarta: Kantor Pengacara Dan 

Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Hlm.155. 
26 Opcit. 
27 S.R Sianturi, 1998, Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya Di Indonesia Cetakan Ke-2, 

Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, Hlm.208. 
28 Andi Hamzah, 2004, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 97 
29 Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghib, 2016, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 2016, Hlm.60. 
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PadaI hakikatnya,I setiapI perbuatanI pidanaI harusI dariI unsur-unsurI lahiriahI (fakta)I 

olehI perbuatan,I mengandungI kelakuanI danI akibatI yangI ditimbulkanI karenanya.I 

KeduanyaI memunculkanI kejadianI dalamI alamI lahirI (dunia).I Unsur-unsurI tindakI 

pidanaI yaitu:I  

1. UnsurI ObjektifI  

UnsurI yangI terdapatI diI luarI siI pelaku.I Unsur-unsurI yangI adaI hubungannyaI 

denganI keadaan,I yaituI dalamI keadaanI diI manaI tindakan-tindakanI siI pelakuI ituI 

hanyaI dilakukanI terdiriI dari:I  

a) SifatI melanggarI hukum. 

b) KualitasI dariI siI pelaku. 

c) KausalitasI  

2. UnsurI SubjektifI  

UnsurI yangI terdapatI atauI melekatI padaI diriI siI pelaku,I atauI yangI dihubungkanI 

denganI diriI siI pelakuI danI termasukI didalamnyaI segalaI sesuatuI yangI tetkandungI 

diI dalamI hatinya.I UnsurI iniI terdiriI dari:I  

1) KesengajaanI atauI ketidaksengajaanI (dolusI atauI culpa)I  

2) MaksudI padaI suatuI percobaan,I sepertiI ditentukandalamI pasalI 53I AyatI (1)I 

KUHP. 

3) Macam-macamI maksudI sepertiI terdapatI dalamI kejahatanI kejahatanI 

pencurian,I penipuan,I pemerasan,I danI sebagainya. 

4) MerencanakanI terlebihI dahulu,I sepertiI tecantumI dakamI pasalI 340I KUHP,I 

yaituI pembunuhanI yangI direncanakanI terlebihI dahulu. 

5) PerasaanI takutI sepertiI terdapatI diI dalamI pasalI 308I KUHP.30 

 

MenurutI Simons,I unsur-unsurI tindakI pidanaI (strafbaarI feit)I adalah:31 

1) PerbuatanI manusiaI (positifI atauI negative,I berbuatI atauI tidakI berbuatI atauI 

membiarkan). 

2) DiancamI denganI pidanaI (statbaarI gesteld). 

3) MelawanI hukumI (onrechmatig). 

 
30 Teguh Prasetyo, 2016, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, , Hlm. 5 
31 Rahmanuddin Tomalili,2012, Hukum Pidana, Yogyakarta: Cv. Budi Utama, Hlm. 12 
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4) DilakukanI denganI kesalahanI (metI schuldI inI verbandI stand). 

 

MenurutI Pompe,I untukI terjadinyaI perbuatanI tindakI pidanaI harusI dipenuhiI unsurI 

sebagaiI berikut:I  

1) AdanyaI perbuatanI manusiaI  

2) MemenuhiI rumusanI dalamI syaratI formalI  

3) BersifatI melawanI hukum.I  

 

MenurutI JonkersI unsur-unsurI tindakI pidanaI adalah:I  

a) PerbuatanI (yang); 

b) MelawanI hukumI (yangI berhubunganI dengan); 

c) KesalahanI (yangI dilakukanI olehI orangI yangI dapat); 

d) Dipertanggungjawabkan.32 

 

SecaraI teoritisI terdapatI beberapaI jenisI perbuatanI pidanaI atauI tindakI pidanaI dapatI 

dibedakanI secaraI kualitatifI atasI kejahatanI danI pelanggaran.I KejahatanI adalahI 

rechtdelicten,I yaituI perbuatan-perbuatanI yangI bertentanganI denganI keadilan,I 

terlepasI apakahI perbuatanI ituI diancamI pidanaI dalamI suatuI undang-undangI atauI 

tidak.I  

 

SekalipunI tidakI dirumuskanI sebagaiI delikI dalamI undang-undang,I perbuatanI iniI 

benarbenarI dirasakanI olehI masyarakatI sebagaiI perbuatanI yangI bertentanganI 

denganI keadilan.I SedangkanI pelanggaranI adalahI perbuatanI yangI olehI masyarakatI 

baruI disadariI sebagaiI perbuatanI pidanaI karenaI undang-undangI merumuskannyaI 

sebagaiI delik.I Perbuatan-perbuatanI iniI dianggapI sebagaiI tindakI pidanaI olehI 

masyarakatI karenaI undang-undangI mengancamnyaI denganI sanksiI pidana. 

 
32 Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm.81. 
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TindakI pidanaI jugaI dibedakanI atasI tindakI pidanaI formil,I danI tindakI pidanaI 

materiil.I TindakI pidanaI formilI adalahI perbuatanI pidanaI yangI perumusannyaI 

dititikberatkanI padaI perbuatanI yangI dilarangI yaituI tindakI pidanaI telahI dianggapI 

selesaiI denganI telahI dilakukannyaI perbuatanI yangI dilarangI olehI undang-undangI 

tanpaI mempersoalkanI akibatnya,I sedangkanI perbuatanI pidanaI materiilI adalahI 

perbuatanI pidanaI yangI perumusannyaI dititikberatkanI padaI akibatI yangI dilarangI 

yaituI tindakI pidanaI iniI baruI dianggapI telahI terjadiI atauI dianggapI telahI selesaiI 

apabilaI akibatI yangI dilarangI ituI telahI terjadi. 

 

TindakI pidanaI adalahI suatuI tindakanI yangI melanggarI hukumI danI dilarangI olehI 

negara.I DalamI sistemI hukum,I tindakI pidanaI dibedakanI menjadiI beberapaI jenisI 

berdasarkanI sifatnya.I SalahI satuI perbedaanI yangI mendasarI adalahI antaraI tindakI 

pidanaI tunggalI danI tindakI pidanaI berganda.I TindakI pidanaI tunggalI adalahI tindakI 

pidanaI yangI cukupI dilakukanI denganI satuI kaliI perbuatan.I IniI berartiI bahwaI untukI 

melakukanI tindakI pidanaI tunggal,I seseorangI hanyaI perluI melakukanI satuI tindakanI 

yangI melanggarI hukum.I  

 

ContohI dariI tindakI pidanaI tunggalI termasukI penipuan,I pencurian,I danI 

pembunuhan.I DalamI kasusI penipuanI misalnya,I seseorangI dapatI dianggapI telahI 

melakukanI tindakI pidanaI tunggalI jikaI iaI melakukanI tindakanI menipuI satuI kaliI 

yangI mengakibatkanI kerugianI bagiI pihakI lain.I BegituI jugaI denganI pencurian,I 

ketikaI seseorangI mengambilI barangI milikI orangI lainI tanpaI izin,I ituI dianggapI 

sebagaiI tindakI pidanaI tunggal.I BegituI jugaI dalamI kasusI pembunuhan,I ketikaI 

seseorangI menghilangkanI nyawaI orangI lainI denganI satuI tindakan,I ituI dianggapI 

sebagaiI tindakI pidanaI tunggal. 
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DiI sisiI lain,I tindakI pidanaI bergandaI terjadiI ketikaI terdapatI beberapaI kaliI perbuatanI 

yangI dilakukanI olehI pelaku.I Artinya,I untukI melakukanI tindakI pidanaI berganda,I 

pelakuI melakukanI serangkaianI tindakanI yangI melanggarI hukum.I ContohI yangI 

palingI umumI dariI tindakI pidanaI bergandaI adalahI penadahan.I PenadahanI adalahI 

tindakanI membeli,I menyembunyikan,I atauI menguasaiI barangI hasilI kejahatanI yangI 

dilakukanI olehI orangI lain.I DalamI kasusI penadahan,I seseorangI mungkinI telahI 

melakukanI beberapaI tindakanI yangI melanggarI hukum,I sepertiI membeliI barangI 

curian,I menyembunyikanI barangI tersebut,I danI kemudianI menjualnya.I SemuaI 

tindakanI iniI dianggapI sebagaiI bagianI dariI tindakI pidanaI yangI sama,I yaituI 

penadahan. 

 

PerbedaanI antaraI tindakI pidanaI tunggalI danI tindakI pidanaI bergandaI memilikiI 

implikasiI yangI pentingI dalamI sistemI hukum.I DalamI kasusI tindakI pidanaI tunggal,I 

hukumanI biasanyaI didasarkanI padaI satuI tindakanI yangI dilakukanI olehI pelaku.I IniI 

berartiI bahwaI pelakuI dapatI dihukumI berdasarkanI keparahanI tindakanI tunggalI 

tersebut.I DiI sisiI lain,I dalamI kasusI tindakI pidanaI berganda,I hukumanI dapatI lebihI 

beratI karenaI melibatkanI serangkaianI tindakanI yangI dilakukanI olehI pelaku.I HalI iniI 

karenaI tindakan-tindakanI tersebutI menunjukkanI adanyaI niatI yangI lebihI jelasI 

untukI melanggarI hukumI danI merugikanI pihakI lain. 

 

SelainI itu,I perbedaanI antaraI tindakI pidanaI tunggalI danI tindakI pidanaI bergandaI 

jugaI mempengaruhiI prosesI penyidikanI danI penuntutanI dalamI sistemI hukum.I 

DalamI kasusI tindakI pidanaI tunggal,I penyidikI danI jaksaI hanyaI perluI fokusI padaI 

satuI peristiwaI yangI terjadi.I MerekaI dapatI denganI cepatI mengumpulkanI buktiI danI 

membangunI kasusI terhadapI pelaku.I Namun,I dalamI kasusI tindakI pidanaI berganda,I 
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penyidikI danI jaksaI harusI melakukanI penyelidikanI yangI lebihI mendalamI untukI 

mengumpulkanI buktiI terhadapI semuaI tindakanI yangI dilakukanI olehI pelaku.I IniI 

bisaI menjadiI lebihI rumitI danI memakanI waktuI lebihI lama. 

 

DalamI praktiknya,I pengadilanI jugaI mempertimbangkanI perbedaanI antaraI tindakI 

pidanaI tunggalI danI tindakI pidanaI bergandaI dalamI menentukanI hukumanI bagiI 

pelaku.I MeskipunI hukumanI akhirnyaI didasarkanI padaI berbagaiI faktor,I termasukI 

keparahanI tindakanI danI riwAyatI pelaku,I pengadilanI biasanyaI cenderungI 

memberikanI hukumanI yangI lebihI beratI bagiI pelakuI tindakI pidanaI bergandaI 

dibandingkanI denganI pelakuI tindakI pidanaI tunggal. 

 

SecaraI keseluruhan,I perbedaanI antaraI tindakI pidanaI tunggalI danI tindakI pidanaI 

bergandaI merupakanI konsepI yangI pentingI dalamI sistemI hukum.I MemahamiI 

perbedaanI iniI membantuI paraI ahliI hukum,I penegakI hukum,I danI pengadilanI dalamI 

menanganiI kasus-kasusI kejahatanI denganI lebihI efektifI danI adil. 

 

TindakI pidanaI yangI dibedakanI atasI delikI aduanI danI delikI biasa.I DelikI aduanI 

adalahI perbuatanI pidanaI yangI penuntutannyaI hanyaI dilakukanI jikaI adaI pengaduanI 

dariI pihakI yangI terkenaI atauI yangI dirugikan.I DelikI aduanI dibedakanI dalamI duaI 

jenis,I yaituI delikI aduanI absoluteI danI delikI aduanI relative.I DelikI aduanI absoluteI 

adalahI delikI yangI mempersyaratkanI secaraI absoluteI adanyaI pengaduanI untukI 

penuntutannya.I SedangkanI delikI aduanI relativeI adalahI delikI yangI dilakukanI 

masihI dalamI lingkunganI keluarga.I DelikI biasaI adalahI delikI yangI tidakI 

mempersyaratkanI adanyaI pengaduanI untukI penuntutannya. 
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TindakI pidanaI jugaI didasarkanI atasI tindakI pidanaI yangI berlangsungI terusI menerusI 

danI tindakI pidanaI yangI tidakI berlangsungI terusI menerus.I PerbuatanI pidanaI yangI 

berlangsungI terusI menerusI memilikiI ciriI bahwaI perbuatanI perbuatanI yangI 

terlarangI ituI berlangsungI terus,I misalnyaI delikI merampasI kemerdekaanI orangI 

sedangkanI yangI dimaksudI perbuatanI pidanaI yangI tidakI berlangsungI terusI 

menerusI adalahI perbuatanI pidanaI yangI memilikiI ciriI bahwaI keadaanI yangI 

terlarangI ituI tidakI berlangsungI terusI menerus,I misalnyaI pencurianI danI 

pembunuhan. 

 

JenisI tindakI pidanaI jugaI dibedakanI atasI delikI komisiI (commissionI act),I danI delikI 

omisiI (omissionI act).I DelikI komisiI adalahI delikI yangI berupaI pelanggaranI terhadapI 

larangan,I yaituI berbuatI sesuatuI yangI dilarang.I SedangkanI delikI omisiI adalahI delikI 

yangI berupaI pelanggaranI terhadapI perintah,I yaituI tidakI berbuatI sesuatuI yangI 

diperintah.I TindakI pidanaI jugaI dibedakanI atasI delikI dolusI danI delikI culpa.I DelikI 

dolusI adalahI delikI yangI memuatI kesengajaan,I sedangkanI delikI culpaI adalahI delikI 

yangI memuatI unsurI kealpaan. 

 

TindakI pidanaI adalahI suatuI perbuatanI yangI melanggarI hukumI yangI telahI 

ditetapkanI dalamI suatuI sistemI hukum.I DalamI sistemI hukumI pidana,I tindakI pidanaI 

dapatI dibedakanI menjadiI duaI jenisI utama:I delikI biasaI danI delikI kualifikasi.I 

PerbedaanI utamaI antaraI keduanyaI terletakI padaI adanyaI unsurI yangI membedakanI 

tingkatI keparahanI atauI keberatannya. 

 

DelikI biasaI adalahI bentukI tindakI pidanaI yangI palingI sederhanaI dalamI sistemI 

hukum.I PadaI dasarnya,I delikI biasaI merupakanI pelanggaranI terhadapI hukumI yangI 

tidakI memilikiI unsurI yangI memberatkanI secaraI khusus.I DalamI halI ini,I ancamanI 
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pidanaI yangI diberikanI kepadaI pelakuI tindakI pidanaI biasaI tidakI diperberatI denganI 

adanyaI unsur-unsurI tambahan. 

 

ContohI dariI delikI biasaI dapatI beragam,I mulaiI dariI pencurianI ringan,I penipuanI 

sederhana,I pelanggaranI laluI lintas,I hinggaI penganiayaanI ringan.I DalamI kasus-

kasusI sepertiI ini,I ancamanI pidanaI yangI diberikanI biasanyaI bersifatI proporsionalI 

terhadapI tingkatI pelanggaranI yangI dilakukanI olehI pelaku.I DiI sisiI lain,I delikI 

kualifikasiI adalahI tindakI pidanaI dalamI bentukI pokokI yangI ditambahI denganI 

adanyaI unsurI pemberat.I UnsurI pemberatI iniI dapatI berupaI berbagaiI faktor,I sepertiI 

kekerasanI yangI disertakanI dalamI tindakanI kriminal,I kerugianI yangI besarI bagiI 

korban,I penggunaanI senjata,I atauI keadaanI tertentuI yangI memberikanI tingkatI 

kejahatanI yangI lebihI serius.I PerbedaanI utamaI antaraI delikI biasaI danI delikI 

kualifikasiI adalahI bahwaI delikI kualifikasiI menambahkanI unsur-unsurI tertentuI 

yangI meningkatkanI tingkatI kejahatanI yangI dilakukanI olehI pelaku.I HalI iniI 

mengakibatkanI ancamanI pidanaI yangI diberikanI kepadaI pelakuI menjadiI lebihI 

beratI dibandingkanI denganI delikI biasa. 

 

ContohI dariI delikI kualifikasiI meliputiI pembunuhanI berencana,I perampokanI 

denganI kekerasan,I pemerkosaanI denganI kekerasan,I atauI penyalahgunaanI 

kekuasaanI yangI menyebabkanI kerugianI besarI bagiI masyarakat.I DalamI kasus-

kasusI sepertiI ini,I ancamanI pidanaI yangI diberikanI kepadaI pelakuI biasanyaI lebihI 

beratI danI lebihI seriusI dibandingkanI denganI pelakuI delikI biasa.33 

 

 
33 Padmono Wibowo Putri Anisa, “Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di 

Dalam Lapas Kelas Iii Surulangun Rawas,” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, No. 5 

(2021): 1085–90. 
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PembedaanI antaraI delikI biasaI danI delikI kualifikasiI pentingI untukI keadilanI dalamI 

sistemI hukum.I DenganI membedakanI tingkatI keparahanI atauI keberatanI tindakI 

pidana,I pengadilanI dapatI memberikanI hukumanI yangI sesuaiI denganI tingkatI 

pelanggaranI yangI dilakukanI olehI pelaku.I HalI iniI jugaI memungkinkanI untukI 

menanganiI kasus-kasusI denganI caraI yangI lebihI proporsionalI danI adil,I sertaI 

memberikanI efekI jeraI yangI lebihI kuatI kepadaI pelakuI kejahatanI yangI lebihI serius. 

 

NamunI demikian,I dalamI praktiknya,I kadang-kadangI membedakanI antaraI delikI 

biasaI danI delikI kualifikasiI bisaI menjadiI subjektif.I BeberapaI kasusI dapatI menjadiI 

perdebatanI tentangI apakahI suatuI tindakI pidanaI harusI dikualifikasiI atauI tidak,I 

tergantungI padaI interpretasiI fakta-faktaI tertentuI danI penggunaanI hukumI yangI 

relevan.I OlehI karenaI itu,I pentingI bagiI sistemI hukumI untukI memilikiI panduanI 

yangI jelasI danI objektifI dalamI menentukanI apakahI suatuI tindakI pidanaI harusI 

dianggapI sebagaiI delikI biasaI atauI delikI kualifikasi. 

 

PencabulanI merupakanI segalaI perbuatan,I dilakukanI olehI diriI sendiriI ataupunI 

kepadaI orangI yangI lainI yaituI berhubunganI denganI alatI vitalI atauI bagianI tubuhI 

yangI sensitive.I PencabulanI yangI dilakukanI sepertiI merabaI bagianI tubuhI danI 

kelamin,I memegang,I menciumI bibir,I sertaI ituI dilakukanI dengankekerasan,I denganI 

suatuI ancamanI kekerasanI maupunI denganI pemaksaanI sehinggaI mengakibatkanI 

rasaI takutI dariI kekerasan,I dibawahI paksaan,I penahanan,I tekananI psikologis,I 

penyalahgunaanI kekuasaanI atauI mengambilI kesempatanI dariI lingkunganI yangI 

koersif,I atauI seranganI dariI yangI tidakI memberikanI persetujuanI yangI sebenarnya. 

 

PencabulanI menurutI MoeljatnoI yaituI dariI segalaI perbuatanI pelanggaranI 

kesusilaan/perbuatanI yangI berhubunganI denganI hawaI nafsuI dariI kelaminnya.I DariI 
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pengertianI yangI dijelaskanI olehI MoeljatnoI yaituI lebihI menekankanI perbuatanI 

yangI dilakukanI olehI seseorangI berdasarkanI hawaI nafsuI yangI berhubunganI denganI 

kelamin,I perbuatanI tersebutI secaraI tidakI langsungI atauI tidakI langsungI merupakanI 

suatuI perbuatanI yangI melanggarsusilaI danI dapatI diI pidana.34
I R.I SoesiloI jugaI 

memberikanI penjelasanI mengenaiI perbuatanI cabulI yaituI sutauI perbuatanI dimanaI 

melanggarI nilaiI kesusilaanI (kesopanan)I atauI perbuatanI yangI menyebabkanI nafsuI 

birahi.35 

 

LandasanI dariI tindakI pidanaI pencabulanI yaituI diaturI dalamI KUHPI BabI XIVI padaI 

bukuI keI 2,I yaituI pasalI 289I -I PasalI 296I KitabI Undang-undangI HukumI PidanaI 

dimanaI dalamI undangI -I undangI tersebutI mengaturI tentangI tindakI pencabulanI 

sebagaiI suatuI kejahatanI melanggarI kesusilaan.I SedangkanI mengenaiI pencabulanI 

anakI dijelaskanI dalamPasalI 290I AyatI (2)I danI (3),I PasalI 292,I 293,I 294I AyatI (1),I 

danI PasalI 295I KUHP. 

 

PasalI 289I KUHPI menjelaskanI bahwaI BarangI siapaI denganI kekerasanI atauI 

ancamanI kekerasanI memaksaI seseoranguntukI melakukanI atauI membiarkanI 

dilakukanI perbuatanI cabul,I diancamI karenaI melakukanI perbuatanI yangI 

menyerangI kehormatan,I kesusilaan,I denganI pidanaI penjaraI palingI lamaI sembilanI 

tahun. 

 

PasalI 290I AyatI (2)I ,I (3)I : 

DihukumI denganI hukumanI penjaraI selama-lamanyaI tujuhI tahun,I (2)I BarangI siapaI 

melakukanI perbuatanI cabulI denganI seorangI padahalI diketahuinyaI atauI sepatutnyaI 

 
34 Wiji Rahayu, Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologis Tentang Sebab-Sebab Terjadinya 

Pencabulan Dan Penegakan Hukumnya Di Kabupaten Purbalingga), Http://Fh.Unsoed.Ac.Id, 

Diakses 10 Juli 2023 
35 Ibid 
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harusI diduganya,I bahwaI umurnyaI belumI limaI belasI tahunI atauI kalauI umurnyaI 

tidakI jelas,I yangI bersangkutanI belumI waktunyaI untukI dikawin;I (3)I BarangI siapaI 

membujukI seseorangI yangI diketahuinyaI atauI sepatutnyaI harusI didugaI bahwaI 

umurnyaI belumI limaI belasI tahunI atauI kalauI umurnyaI tidakI jelasI yangI 

bersangkutanI belumI waktunyaI untukI dikawin,I untukI melakukanI atauI membiarkanI 

dilakukanI perbuatanI cabul,I atauI bersetubuhI diI luarI perkawinanI denganI orangI 

lain.” 

 

PasalI 292I : 

“OrangI dewasaI yangI melakukanI perbuatanI cabulI denganI orangI lainI sesamaI 

kelamin,I yangI diketahuinyaI atauI sepatutnyaI harusI diduganyaI belumI dewasa,I 

diancamI denganI pidanaI penjaraI palingI lamaI limaI tahun.” 

 

PasalI 294I AyatI (1)I :I BarangI siapaI melakukanI perbuatanI cabulI denganI anaknya,I 

nakI tirinya,I anakI angkatnya,I anakI diI bawahI pengawasannyaI yangI belumI dewasaI 

yangI pemeliharaannya,I pendidikan,I penjagaannyaI diserahkanI kepadanyaI ataupunI 

denganI pembantunyaI atauI bawahannyaI yangI belumI dewasa,I diancamI dengan 

pidanaI penjaraI palingI lamaI 7I tahun. 

 

PasalI 295I : 

(1) pidanaI penjaraI palingI lamaI 5I tahunI barangI siapaI yangI dalamI halI anaknya,I 

anakI tirinya,I anakI angkatnyaI atauI diI bawahI pengawasannya,I atauI orangI yangI 

belumI dewasaI yangI pemeliharaannya,I pendidikanI atauI penjagaannyaI 

diserahkanI kepadanya,I ataupunI olehI pembantunyaI atauI bawahannyaI yangI 

belumI cukupI umur,I denganI sengajaI menyebabkanI danmmempermudahI 

dilakukanI perbuatanI cabulI dengannya.I SetelahI ituI yaituI pidanaI penjaraI palingI 
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lamaI 4I tahunI barangsiapaI yangI dalamI halI dilakukannyaI perbuatanI cabulI olehI 

orangI selainI yangI disebutkanI dalambutirI 1I tersebutI diI atasI yangI diketahuiI 

yangI sepatutnyaI harusI diduganyaI belumI dewasaI denganI orangI lain,I denganI 

sengajaI menyebabkanI atauI memudahkanI dilakukannyaI perbuatanI cabulI 

tersebut.I  

(2) JikaI yangI bersalahI melakukanI kejahatanI ituI sebagaiI pencaharianI atauI 

kebiasaan,I makaI pidanaI dapatI diI tambahI sepertiga. 

 

C. DefinisiI Anak 

MenurutI KamusI BesarI BahasaI Indonesia,I anakI adalahI keturunaniI atauI pemuda.36
I 

SecaraI umum,I anakI merujukI kepadaI seseorangI yangI belumI mencapaiI usiaI dewasaI 

atauI belumI menikah.I Namun,I konsepI anakI danI definisinyaI dapatI berbeda-bedaI 

tergantungI padaI perspektifI hukum,I peraturan,I danI pandanganI paraI ahli.I HalI iniI 

menimbulkanI ketidaksesuaianI danI ketidakjelasanI dalamI pemahamanI tentangI 

anak-anakI dalamI masyarakat.I DiI berbagaiI negara,I undang-undangI mengaturI 

batasanI usiaI untukI mendefinisikanI siapaI yangI dapatI dianggapI sebagaiI anak.I 

Misalnya,I diI banyakI yurisdiksi,I seseorangI dianggapI anakI sampaiI mencapaiI usiaI 

tertentu,I sepertiI 18I tahun.I Namun,I adaI jugaI perbedaanI dalamI halI ini,I denganI 

beberapaI negaraI menetapkanI batasanI usiaI yangI berbedaI untukI halI tersebut. 

 

SelainI itu,I dalamI ranahI hukum,I anak-anakI memilikiI hakI danI perlindunganI khususI 

yangI harusI dijaminI olehI negaraI danI masyarakat.I IniI termasukI hakI untukI 

mendapatkanI pendidikan,I perlindunganI dariI eksploitasi,I danI perlakuanI yangI adilI 

dalamI sistemI peradilan.I Namun,I pelaksanaanI hak-hakI iniI seringI kaliI bervariasiI diI 

 
36 Kamusi Besari Bahasai Indonesia 1990, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm.81 
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berbagaiI negaraI danI tergantungI padaI faktor-faktorI sepertiI tingkatI pembangunan,I 

budaya,I danI sistemI politik. 

 

PentingnyaI memberikanI dukunganI yangI stabilI danI tepatI kepadaI anak-anakI tidakI 

dapatI dilebih-lebihkan.I Anak-anakI adalahI masaI depanI suatuI bangsa,I danI investasiI 

dalamI kesejahteraanI danI pembinaanI merekaI adalahI investasiI dalamI masaI depanI 

yangI lebihI baik.I OlehI karenaI itu,I lembaga-lembagaI pemerintahI danI non-

pemerintah,I sertaI sistemI hukum,I harusI bekerjaI samaI untukI menyediakanI 

lingkunganI yangI amanI danI mendukungI bagiI anak-anak. 

 

PendidikanI menjadiI salahI satuI aspekI pentingI dalamI pembinaanI anak-anak.I 

MelaluiI pendidikanI yangI berkualitas,I anak-anakI dapatI mengembangkanI potensiI 

merekaI secaraI maksimalI danI menjadiI anggotaI masyarakatI yangI produktif.I 

Namun,I sayangnya,I masihI banyakI anakI diI seluruhI duniaI yangI tidakI memilikiI 

aksesI keI pendidikanI yangI memadaiI karenaI berbagaiI alasan,I sepertiI kemiskinan,I 

konflik,I atauI diskriminasi. 

 

SelainI itu,I pentingI jugaI untukI memperhatikanI perlindunganI anakI dariI segalaI 

bentukI eksploitasiI danI kekerasan.I Anak-anakI rentanI terhadapI berbagaiI bentukI 

penyalahgunaan,I baikI ituI fisik,I seksual,I maupunI emosional.I OlehI karenaI itu,I 

diperlukanI langkah-langkahI konkretI untukI mencegahI danI mengatasiI masalahI ini,I 

termasukI penegakanI hukumI yangI ketatI danI edukasiI masyarakatI tentangI 

pentingnyaI hakI anak. 

 

PerlindunganI anakI jugaI melibatkanI pembentukanI kebijakanI publikI yangI berpihakI 

padaI kesejahteraanI anak-anak.I HalI iniI termasukI dalamI hal-halI sepertiI aksesI 
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terhadapI layananI kesehatanI yangI berkualitas,I nutrisiI yangI mencukupi,I danI 

lingkunganI yangI bersihI danI aman.I SelainI itu,I pentingI untukI memastikanI bahwaI 

anak-anakI yangI terpinggirkan,I sepertiI anak-anakI denganI disabilitasI atauI anak-

anakI dariI keluargaI miskin,I tidakI dikesampingkanI dalamI pembangunanI kebijakanI 

ini. 

 

DalamI konteksI global,I tantanganI dalamI memberikanI perlindunganI danI pembinaanI 

yangI adekuatI bagiI anak-anakI semakinI kompleks.I Globalisasi,I perubahanI iklim,I 

konflikI bersenjata,I danI kemiskinanI adalahI beberapaI faktorI yangI dapatI 

mempengaruhiI kondisiI anak-anakI diI berbagaiI belahanI dunia.I OlehI karenaI itu,I 

kerjaI samaI internasionalI menjadiI kunciI dalamI upayaI menjawabI tantanganI iniI danI 

memastikanI bahwaI hak-hakI anak-anakI diakuiI danI dihormatiI diI semuaI tempat. 

 

DinamikaI perkembanganI masyarakatI danI perubahanI globalI saatI ini,I pentingI untukI 

tidakI kehilanganI fokusI padaI kepentinganI terbaikI bagiI anak-anak.I Anak-anakI 

bukanI hanyaI subyekI yangI rentanI yangI perluI dilindungi,I tetapiI jugaI sumberI dayaI 

berhargaI yangI harusI diberdayakanI untukI menciptakanI masaI depanI yangI lebihI baikI 

bagiI semuaI orang.I OlehI karenaI itu,I pembangunanI yangI berkelanjutanI harusI 

didasarkanI padaI prinsip-prinsipI keadilan,I kesetaraan,I danI keberlanjutanI untukI 

semuaI anak-anakI diI dunia.I HanyaI denganI caraI iniI kitaI dapatI memastikanI bahwaI 

merekaI memilikiI kesempatanI yangI adilI untukI tumbuhI danI berkembangI menjadiI 

generasiI yangI tangguhI danI berdayaI saingI diI masaI depan. 

 

AnakI penyandangI disabilitasI mendudukiI posisiI yangI sangatI pentingI dalamI 

strukturI sosial,I budaya,I danI kehidupanI berbangsa.I MerekaI tidakI hanyaI merupakanI 

bagianI dariI masyarakat,I tetapiI jugaI merupakanI generasiI penerusI yangI memilikiI 
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peranI yangI samaI pentingnyaI dalamI membangunI masaI depanI bangsa.I MeskipunI 

menghadapiI tantanganI yangI unik,I anak-anakI denganI disabilitasI membawaI potensiI 

besarI dalamI menciptakanI masyarakatI yangI inklusifI danI berkeadilan. 

 

KehadiranI anak-anakI penyandangI disabilitasI menegaskanI nilai-nilaiI kemanusiaanI 

danI solidaritasI dalamI masyarakat.I MerekaI adalahI cerminI dariI kemajemukanI danI 

keberagamanI yangI menjadiI kekuatanI utamaI sebuahI bangsa.I MelaluiI pengalamanI 

hidupI mereka,I masyarakatI dapatI belajarI untukI lebihI memahami,I menghargai,I danI 

mendukungI perbedaan-perbedaanI yangI ada. 

 

ProsesI pembentukanI identitasI bangsa,I anak-anakI penyandangI disabilitasI memilikiI 

peranI yangI takI tergantikan.I MerekaI membawaI suaraI yangI perluI didengarkanI 

dalamI upayaI memperkuatI kesejahteraanI danI keadilanI bagiI semuaI wargaI negara.I 

KehadiranI merekaI mengingatkanI masyarakatI akanI pentingnyaI inklusiI dalamI 

setiapI aspekI kehidupan,I mulaiI dariI pendidikan,I pekerjaan,I hinggaI aksesI terhadapI 

layananI kesehatanI danI fasilitasI publik. 

 

PentingnyaI perhatianI danI dukunganI bagiI anak-anakI penyandangI disabilitasI 

terletakI padaI kemampuanI merekaI untukI tumbuhI danI berkembangI secaraI optimal.I 

DenganI memastikanI bahwaI kebutuhanI merekaI terpenuhi,I baikI secaraI fisikI 

maupunI emosional,I masyarakatI memastikanI bahwaI generasiI mendatangI memilikiI 

potensiI penuhI untukI berkontribusiI dalamI membangunI bangsaI yangI lebihI baik.I 

DalamI konteksI pendidikan,I inklusiI anak-anakI penyandangI disabilitasI merupakanI 

langkahI pentingI menujuI masyarakatI yangI lebihI adilI danI merata.I DenganI 

menyediakanI lingkunganI yangI mendukungI bagiI semuaI anak,I tanpaI memandangI 
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latarI belakangI atauI kondisiI fisikI maupunI mental,I kitaI menciptakanI peluangI yangI 

samaI bagiI setiapI individuI untukI belajarI danI berkembang. 

 

Anak-anakI penyandangI disabilitasI jugaI merupakanI agenI perubahanI dalamI 

memperjuangkanI hakI asasiI manusiaI danI kesetaraan.I MelaluiI partisipasiI merekaI 

dalamI berbagaiI forumI danI gerakanI advokasi,I merekaI menunjukkanI bahwaI 

keberagamanI adalahI kekuatan,I bukanI kelemahan.I DenganI menghadirkanI 

perspektifI yangI unikI danI berharga,I merekaI membantuI masyarakatI untukI melihatI 

duniaI denganI caraI yangI lebihI inklusifI danI empatik. 

 

KepribadianI anak-anakI penyandangI disabilitasI terbentukI melaluiI pengalamanI 

hidupI yangI unikI danI tantanganI yangI merekaI hadapiI sehari-hari.I MerekaI belajarI 

untukI gigih,I tangguh,I danI kreatifI dalamI mengatasiI rintanganI yangI mungkinI 

menghalangiI perkembanganI mereka.I SikapI positifI danI semangatI pantangI 

menyerahI yangI merekaI tunjukkanI menginspirasiI banyakI orangI diI sekitarI mereka.I 

DalamI lingkunganI keluarga,I peranI orangI tuaI danI anggotaI keluargaI lainnyaI sangatI 

pentingI dalamI membimbingI danI mendukungI anak-anakI penyandangI disabilitas.I 

DenganI menciptakanI lingkunganI yangI penuhI kasihI danI penuhI pengertian,I 

keluargaI memberikanI landasanI yangI kuatI bagiI perkembanganI anak-anakI mereka.I 

DukunganI emosionalI danI materiilI yangI diberikanI olehI keluargaI membantuI anak-

anakI tersebutI merasaI dihargaiI danI diterimaI denganI sepenuhI hati. 

 

PentingnyaI memperhatikanI anak-anakI penyandangI disabilitasI jugaI tercerminI 

dalamI kebijakanI publikI danI program-programI pemerintahI yangI bertujuanI untukI 

meningkatkanI kesejahteraanI mereka.I MelaluiI kebijakanI inklusiI danI aksesibilitas,I 

pemerintahI berkomitmenI untukI memastikanI bahwaI setiapI wargaI negara,I tanpaI 
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terkecuali,I memilikiI kesempatanI yangI samaI untukI hidupI denganI layakI danI meraihI 

potensiI maksimalnya. 

 

PadaI duniaI kerja,I anak-anakI penyandangI disabilitasI membawaI kontribusiI yangI 

berhargaI dalamI menciptakanI lingkunganI kerjaI yangI inklusifI danI beragam.I MerekaI 

membukaI pintuI bagiI pemahamanI yangI lebihI luasI tentangI kebutuhanI danI potensiI 

individuI denganI disabilitas.I MelaluiI adaptasiI lingkunganI kerjaI danI dukunganI yangI 

tepat,I merekaI mampuI menunjukkanI kemampuanI merekaI danI menjadiI bagianI yangI 

integralI dariI timI kerja. 

 

KeterlibatanI anak-anakI penyandangI disabilitasI dalamI kegiatanI sosialI danI budayaI 

jugaI pentingI untukI memperkayaI pengalamanI kolektifI masyarakat.I MerekaI 

membawaI keunikanI danI kekayaanI dalamI berbagaiI bentukI ekspresiI danI kreativitas.I 

DenganI memberikanI platformI yangI inklusifI bagiI merekaI untukI berpartisipasi,I kitaI 

semuaI dapatI belajarI danI tumbuhI bersamaI sebagaiI masyarakatI yangI lebihI 

berempatiI danI berdayaI saing. 

 

AksesI terhadapI layananI kesehatanI danI rehabilitasi,I anak-anakI penyandangI 

disabilitasI membutuhkanI perhatianI khususI untukI memastikanI bahwaI merekaI 

mendapatkanI perawatanI yangI merekaI butuhkan.I IniI melibatkanI tidakI hanyaI 

penyediaanI fasilitasI yangI sesuai,I tetapiI jugaI pendekatanI yangI holistikI danI 

berkelanjutanI untukI memenuhiI kebutuhanI fisik,I mental,I danI emosionalI mereka. 

 

PentingnyaI memperhatikanI anak-anakI penyandangI disabilitasI sebagaiI anggotaI 

masyarakatI jugaI terkaitI eratI denganI nilai-nilaiI kemanusiaanI yangI mendasariI 

keberadaanI kitaI sebagaiI manusia.I MerekaI adalahI bagianI yangI takI terpisahkanI dariI 
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keluarga,I komunitas,I danI bangsaI kita.I DenganI memberikanI dukunganI danI 

kesempatanI yangI setaraI bagiI mereka,I kitaI tidakI hanyaI memperkayaI kehidupanI 

mereka,I tetapiI jugaI memperkuatI kemanusiaanI kitaI secaraI keseluruhan. 

 

BerdasarkanI halI tersebutI dapatI disimpulkanI bahwaI anak-anakI penyandangI 

disabilitasI memainkanI peranI yangI sangatI pentingI dalamI masyarakat,I bangsa,I danI 

kehidupanI berbangsa.I MerekaI adalahI bagianI yangI integralI dariI generasiI penerusI 

yangI berjuangI untukI mewujudkanI cita-citaI danI nilai-nilaiI yangI kitaI anutI sebagaiI 

bangsa.I DenganI memperhatikan,I menghargai,I danI mendukungI mereka,I kitaI 

membukaI jalanI menujuI masaI depan 

 

SecaraI umum,I diI bawahI KHA,I seorangI anakI didefinisikanI sebagaiI manusiaI 

denganI batasI usianyaI 18I tahun,I meskipunI batasI usiaI yangI berbedaI dapatI berlakuI 

sebagaimanaI ditentukanI olehI peraturanI nasional.I BerdasarkaniI Undang-UndangI 

NomorI 11I TahunI 2012I tentangI SistemI PeradilanI PidanaI Anak,I pengertianI anakI 

menurutI undang-undangI iniI adalahI anakI dariI tersangkaI yangI telahI berumurI 12I 

tahunI tetapiI belumI mencapaiI umurI 18I tahunI untukI melakukanI tindakI pidana.I 

Undang-undangI iniI jugaI mencakupI lembaga-lembagaI lain. 

 

SistemI peradilanI anakI meliputiI keseluruhanI prosesI penyelesaianI perkaraI anakI 

yangI bermasalahI hukum,I mulaiI dariI tahapI penyidikanI sampaiI denganI tahapI 

pembinaanI setelahI tindakI pidanaI dilakukan.I UUI No.I 11I TahunI 2012I tentangI 

SistemI PeradilanI Anak,I PasalI 1I No.I 1.I UUI SPPAI UUI KompensasiI -I UUI No.I 3I 

TahunI 1997I tentangI PengadilanI Anak.I UUI PengadilanI AnakI berlakuI karenaI UUI 

PengadilanI AnakI tidakI mempertimbangkanI atauI menjaminI kepentinganI anak,I 

anakI pelaku,I anakI saksi,I atauI anakI korban.I Undang-undangI perlindunganI anakI 
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hanyaI melindungiI anakI sebagaiI korban,I danI anakI sebagaiI pelakuI dituntutI samaI 

sepertiI pelakuI dewasa. 

 

D. TinjauanI tentangI TindakI PidanaI PersetubuhanI yangI dilakukanI Anak 

TindakI pidanaI kesusilaanI yangI diaturI dalamI PasalI 285I KitabI Undang-UndangI 

HukumI PidanaI (KUHP)I mengacuI padaI perbuatanI yangI melibatkanI persetubuhanI 

tanpaI persetujuanI yangI sahI dariI pihakI yangI terlibat.I PersetubuhanI yangI dilakukanI 

denganI kekerasanI atauI ancamanI kekerasanI terhadapI seorangI wanitaI diI luarI 

pernikahanI dianggapI sebagaiI perkosaan,I suatuI perbuatanI yangI sangatI seriusI yangI 

merugikanI hakI asasiI manusiaI danI melanggarI norma-normaI moralI sertaI hukum. 

 

PerkosaanI bukanlahI hanyaI tindakanI kekerasanI fisikI semata,I tetapiI jugaI 

merupakanI bentukI pelecehanI seksualI yangI melanggarI integritasI seseorangI secaraI 

fisik,I emosional,I danI psikologis.I PasalI 285I KUHPI menegaskanI bahwaI tindakanI 

tersebutI adalahI suatuI pelanggaranI yangI dapatI mengakibatkanI pidanaI penjaraI 

denganI jangkaI waktuI yangI cukupI lama,I hinggaI duaI belasI tahun,I sebagaiI upayaI 

untukI memberikanI efekI jeraI kepadaI pelakuI danI melindungiI korbanI dariI tindakanI 

serupaI diI masaI depan. 

 

PersetubuhanI yangI dilakukanI denganI kekerasanI atauI ancamanI kekerasanI adalahI 

sebuahI pelanggaranI seriusI terhadapI hak-hakI asasiI manusia.I SetiapI individuI berhakI 

untukI menentukanI keputusanI tentangI tubuhnyaI sendiriI danI tidakI bolehI dipaksaI 

atauI diancamI untukI melakukanI hal-halI yangI bertentanganI denganI keinginannya.I 

OlehI karenaI itu,I undang-undangI harusI memberikanI perlindunganI yangI kuatI 
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terhadapI korbanI perkosaanI danI menghukumI pelakuI denganI tegasI untukI mencegahI 

terjadinyaI tindakanI serupaI diI masaI depan. 

 

BerdasarkanI konteksI hukum,I persetubuhanI yangI terjadiI diI luarI pernikahanI danI 

tanpaI persetujuanI yangI jelasI dariI keduaI belahI pihakI dianggapI sebagaiI pelanggaranI 

seriusI terhadapI normaI kesusilaanI danI keadilan.I PasalI 285I KUHPI menegaskanI 

bahwaI tindakanI semacamI iniI tidakI dapatI ditoleransiI dalamI masyarakatI yangI 

beradabI danI bahwaI pelakunyaI harusI dikenaiI sanksiI hukumI yangI setimpalI denganI 

kejahatanI yangI dilakukannya. 

 

PelanggaranI terhadapI PasalI 285I KUHPI dapatI berdampakI sangatI merugikanI bagiI 

korban,I baikI secaraI fisikI maupunI psikologis.I TraumaI akibatI perkosaanI dapatI 

berlangsungI dalamI jangkaI waktuI yangI lamaI danI mempengaruhiI kesehatanI mentalI 

danI emosionalI korban.I OlehI karenaI itu,I pentingI bagiI sistemI peradilanI pidanaI 

untukI memberikanI perlindunganI danI dukunganI yangI memadaiI kepadaI korbanI 

perkosaan,I termasukI aksesI terhadapI layananI kesehatanI mentalI danI dukunganI 

psikologis. 

 

SelainI itu,I tindakanI perkosaanI jugaI dapatI menciptakanI ketidakamananI diI 

masyarakat.I KetakutanI akanI menjadiI korbanI seranganI seksualI dapatI menghambatI 

kebebasanI danI kualitasI hidupI individu,I terutamaI bagiI perempuanI danI anakI 

perempuan.I OlehI karenaI itu,I penegakanI hukumI terhadapI pelakuI perkosaanI 

merupakanI langkahI pentingI dalamI menjagaI keamananI danI ketertibanI sosial. 

 

Namun,I dalamI prakteknya,I penegakanI hukumI terhadapI kasusI perkosaanI 

seringkaliI menghadapiI berbagaiI kendala.I BeberapaI diI antaranyaI adalahI kurangnyaI 
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kesaksianI atauI buktiI yangI cukup,I stigmaI sosialI terhadapI korban,I danI kurangnyaI 

pemahamanI tentangI isu-isuI genderI diI kalanganI penegakI hukum.I OlehI karenaI itu,I 

diperlukanI upayaI yangI lebihI besarI untukI meningkatkanI kesadaranI danI 

pemahamanI tentangI masalahI perkosaanI sertaI meningkatkanI kapasitasI sistemI 

peradilanI pidanaI dalamI menanganiI kasus-kasusI tersebutI denganI adilI danI efektif. 

SelainI sanksiI pidanaI terhadapI pelaku,I jugaI pentingI untukI melakukanI upayaI 

pencegahanI agarI kasus-kasusI perkosaanI dapatI diminimalisir.I PendidikanI seksualI 

yangI menyeluruh,I pemberdayaanI perempuan,I peningkatanI kesadaranI tentangI 

persetubuhanI yangI sahI danI pencegahanI kekerasanI seksualI merupakanI langkah-

langkahI pentingI dalamI membangunI masyarakatI yangI amanI danI berkeadilanI bagiI 

semuaI individu. 

 

PenegakanI PasalI 285I KUHPI adalahI bagianI dariI upayaI yangI lebihI besarI untukI 

membangunI masyarakatI yangI menghargaiI hakI asasiI manusia,I menjunjungI tinggiI 

nilai-nilaiI kemanusiaan,I danI menegakkanI keadilanI gender.I HanyaI denganI 

mengambilI sikapI yangI tegasI terhadapI pelanggaranI terhadapI kesusilaanI danI 

kekerasanI seksual,I masyarakatI dapatI bergerakI menujuI perubahanI yangI positifI danI 

menciptakanI lingkunganI yangI amanI danI inklusifI bagiI semuaI individu. 

 

AdapunI isiI dariI pasalI yangI tercantumI dalamI KitabI Undang-undangI HukumI PidanaI 

(KUHP)I yangI mengaturI tentangI tindakI pidanaI persetubuhanI sebagaiI berikut:I  

a. PasalI 286I KitabI Undang-undangI HukumI PidanaI (KUHP)I :I PersetubuhanI 

diluarI perkawinanI terhadapI wanitaI dalamI keadaanI pingsanI atauI tidakI 

berdaya,I diancamI pidanaI penjaraI palingI lamaI 9I tahun.I  
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b. PasalI 287I KitabI Undang-undangI HukumI PidanaI (KUHP)I :I BarangI siapaI 

bersetubuhI denganI seorangI wanitaI diI luarI perkawinan,I padahalI diketahuiI atauI 

sepatutnyaI harusI didugaI bahwaI umurnyaI belumI limaI belasI tahunI atauI kalauI 

umurnyaI tidakI ternyataI bahwaI belumI mampuI dikawin,I diancamI denganI 

pidanaI penjaraI palingI lamaI sembilanI tahun.I  

 

c. PasalI 291I KitabI Undang-undangI HukumI PidanaI (KUHP)I yangI menyatakanI :I  

1) PersetubuhanI yangI mengakibatkanI wanitanyaI luka-lukaI berat,I 

dijatuhkanI pidanaI penjaraI palingI lamaI 12I tahun.I  

2) PersetubuhanI mengakibatkanI wanitanyaI mati,I dijatuhkanI pidanaI 

penjaraI palingI lamaI 15I tahun. 

 

SelainI itu,I orangI yangI melakukanI persetubuhanI denganI anakI dapatI jugaI dijeratI 

denganI PasalI 82I Undang-UndangI PerlindunganI AnakI jugaI menyatakanI :I "SetiapI 

orangI yangI sedangI sengajaI melakukanI kekerasanI atauI ancamanI kekerasan,I 

memaksa,I melakukanI tipuI muslihat,I serangkaianI kebohongan,I atauI membujukI 

anakI untukI melakukanI atauI membiarkanI dilakukanI perbuatanI cabul,I dipidanaI 

denganI pidanaI penjaraI palingI lamaI 15I (limaI belas)I tahunI danI palingI singkatI 3I 

(tiga)I tahunI danI dendaI palingI banyakI Rp.I 300.000.000,00I (tigaI ratusI jutaI rupiah)I 

danI palingI sedikitI Rp.I 60.000.000,00I (enamI puluhI jutaI rupiah)".I  

 

AncamanI pidanaI yangI didakwakanI sesuaiI pasalI adalahI 15I (limaI belas)I tahun,I jikaI 

pelakuI nyaI adalahI anakI penjatuhanI pidanaI palingI lamaI ½I dariI maksimumI pidanaI 

penjaraI yangI diancamkanI terhadapI orangI dewasa,I jadiI hakimI menjatuhkanI 7I 

tahunI 6I bulanI danI penjatuhanI hukumanI ituI sudahI dikurangiI banyakI nyaI 
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pertimbanganI sepertiI Undang-UndangI SistemI PeradilanI PidanaI AnakI (UUSPPA),I 

tindakI pidanaI yangI anakI lakukan,I danI beratI ringanI nyaI perbuatan.I  

 

HukumI PidanaI diI IndonesiaI menerapkanI asasI "LexI specialisI derogatI lexI 

generalis",I dimanaI asasI iniI mengatakanI bahwaI aturanI khususI mengesampingkanI 

aturanI umum.I HalI iniI untukI menjaminI adanyaI kepastianI hukumI bagiI aparatI 

penegakI hukumI dalamI menerapkanI suatuI peraturanI perundang-undangan.I DenganI 

adanyaI Undang-UndangI PerlindunganI AnakI khususnyaI PasalI 81I makaI dapatI 

dikatakanI bahwaI PasalI 287I KUHPI sudahI tidakI dapatI diterapkanI lagiI bagiI pelakuI 

persetubuhanI yangI dilakukanI terhadapI anak.I  

 

HalI tersebutI dikarenakanI dalamI PasalI 81I UUI PerlindunganI AnakI telahI diaturI 

secaraI khususI mengenaiI ketentuanI pidanaI materiilI delikI persetubuhanI yangI 

dilakukanI terhadapI anak.I JadiI dalamI halI iniI PasalI 81I Undang-UndangI 

PerlindunganI AnakI merupakanI "LexI spesialisI derogateI lexI generalis”I dariI PasalI 

287I KUHPI dimanaI dalamI penerapanI hukumI bagiI delikI persetubuhanI yangI 

dilakukanI terhadapI anakI diI bawahI umur.  
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III. METODEI PENELITIAN 

 

 

A. PendekatanI MasalahI  

 

PendekatanI masalahI menurutI soerjonoI soekanto,I penelitianI hukumI merupakanI 

suatuI kegiatanI ilmiah,I yangI didasarkanI padaI metodeI sistematikaI danI pemikiranI 

tertentuI untukI mempelajariI satuI atauI beberapaI gejalaI hukumI tertentuI denganI caraI 

menganalisisnya.37
I JenisI penelitianI yangI digunakanI dalamI penelitianI iniI 

menggunakanI duaI macamI pendekatan,I yaituI pendekatanI NormatifI danI 

PendekatanI EmpirisI : 

 

1. PendekatanI NormatifI  

PendekatanI NormatifI yaituI penelitianI yangI dilakukanI denganI caraI mempelajariI 

bahan-bahanI pustakaI yangI berupaI literaturI danI perundang-undanganI yangI 

berkaitanI denganI permasalahanI yangI akanI dibahasI yaituI mengenaiI AnalisisI DasarI 

PertimbanganI HakimI DalamI PenjatuhanI PidanaI TerhadapI AnakI PelakuI 

PencabulanI SecaraI BerlanjutI (StudiI PutusanI Nomor:1/Pid.Sus-

Anak/2023/PN.Bbu). 

 

2. PendekatanI EmpirisI  

PendekatanI EmpirisI yaituI pendekatanI yangI dilakukanI denganI caraI menggaliI 

informasiI danI melakukanI penelitianI diI lapanganI gunaI mengetahuiI secaraI lebihI 

 
37 Soerjono Soekanto, 2004, Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, Hlm. 1 
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jauhI mengenaiI permasalahanI yangI dibahas,I yaituI AnalisisI DasarI PertimbanganI 

HakimI DalamI PenjatuhanI PidanaI TerhadapI AnakI PelakuI PencabulanI SecaraI 

BerlanjutI (StudiI PutusanI Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bbu). 

 

B. SumberI danI JenisI Data 

 

AdapunI dataI danI sumberI dataI yangI digunakanI dalamI penulisanI iniI meliputi: 

1. BahanI hukumI primer,I antaraI lain:I  

a. Undang-UndangI DasarI NegaraI RepublikI IndonesiaI TahunI 1945 

b. Undang-UndangI NomorI 23I TahunI 2002I tentangI PerlindunganI Anak 

c. Undang-UndangI NomorI 35I TahunI 2014I PerubahanI atasI Undang-UndangI 

NomorI 23I TahunI 2002I tentangI PerlindunganI Anak. 

2. BahanI hukumI sekunderI  

BahanI hukumI sekunderI bersumberI dariI bahanI hukumI yangI melengkapiI hukumI 

primerI yaituI PutusanI Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bbu 

3. BahanI hukumI tersierI  

BahanI hukumI tersierI dapatI bersumberI dariI berbagaiI bahanI sepertiI teori/I 

pendapatI paraI ahliI dalamI berbagaiI literatur/bukuI hukum,I dokumentasi,I kamusI 

hukumI danI sumberI dariI internet. 

 

C. PenentuanI Narasumber 

 

NarasumberI adalahI pihak-pihakI yangI dijadikanI sumberI informasiI didalamI suatuI 

penelitianI danI memilikiI pengetahuanI sertaI informasiI yangI dibutuhkanI sesuaiI 

denganI permasalahanI yangI dibahas,I denganI demikianI makaI dalamI penelitianI iniI 

diperlukanI narasumberI berdasarkanI kriteriaI tertentuI yangI telahI ditetapkanI sebagaiI 
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responden.ISebagaiI dataI penunjang,I narasumberI dalamI penelitianI mengenaiI 

AnalisisI DasarI PertimbanganI HakimI DalamI PenjatuhanI PidanaI TerhadapI AnakI 

PelakuI PencabulanI SecaraI BerlanjutI (StudiI PutusanI Nomor:1/Pid.Sus-

Anak/2023/PN.Bbu),I terdiriI dari: 

1. HakimI PengadilanI NegeriI BlambanganI Umpu   I I I I I I I :I 1I orangI  

2. DosenI BagianI HukumI PidanaI FakultasI HukumI UnilaI   I I I I I I I :I 1I orangI  

I JumlahI         I I I I I I I :I 2I orang 

 

D. ProsedurI PengumpulanI danI PengolahanI DataI  

 

1. MetodeI PengumpulanI Data 

PengumpulanI dataI dilakukanI denganI duaI cara,I yakniI berupaI penelitianI 

kepustakaanI danI penelitianI lapangan,I yaitu: 

a. PenelitianI KepustakaanI PenelitianI KepustakaanI adalahI pengumpulanI dataI 

yangI dilakukanI denganI caraI mempelajari,I menelaah,I studiI kasusI danI 

mencatatI sertaI mengutipI berbagaiI literatur,I dokumen-dokumenI danI peraturanI 

perundang-undanganI lainnyaI yangI berhubunganI denganI AnalisisI DasarI 

PertimbanganI HakimI DalamI PenjatuhanI PidanaI TerhadapI AnakI PelakuI 

PencabulanI SecaraI BerlanjutI (StudiI PutusanI Nomor:1/Pid.Sus-

Anak/2023/PN.Bbu). 

b. PenelitianI LapanganI PenelitianI iniI dilakukanI padaI lokasiI penelitianI denganI 

menggunakanI alat-alatI pengumpulanI dataI berupaI wawancaraI yangI bersumberI 

langsungI dariI informasiI denganI menggunakanI daftarI pertanyaanI yangI berisiI 

pokok-pokokI sajaI kemudianI dikembangkanI padaI saatI wawancaraI 

berlangsung.I  



54 
 

 

2. MetodeI PengolahanI Data 

HasilI penelitian,I baikI dataI primerI maupunI dataI sekunderI makaI dataI tersebutI akanI 

dikelolaI melaluiI tahapanI :I  

a. EditingI yaituI dataI yangI diperolehI kemudianI disesuaikanI denganI 

permasalahanI yangI adaI dalamI penulisanI ini,I editingI dilakukanI padaI dataI yangI 

sudahI terkumpulI diseleksiI danI diambilI dataI yangI diperlukan.I  

b. SeleksiI dataI yangI telahI diI editing,I ditelitiI kembaliI (diseleksi)I untukI 

mengetahuiI apakahI dataI tersebutI sudahI cukupI baikI agarI dapatI segeraI 

dipersiapkanI untukI keperluanI prosesI berikutnya.I DenganI caraI iniI diharapkanI 

dapatI meningkatkanI kualitasI dataI yangI hendakI dianalisis.I  

c. MengklasifikasiI dataI yangI diperolehI diI seleksi,I makaI penulisI mencobaI 

mengklasifikasikanI data-dataI yangI diI perolehI tersebutI kedalamI skripsiI iniI 

untukI dijadikanI salahI satuI bahanI konkritI yangI sesuaiI denganI faktaI yangI ada. 

d. I PenyusunanI dataI yangI telahI diklasifikasiI kemudianI disusunI danI ditetapkanI 

padaI setiapI pokokI bahasanI secaraI sistematisI sehinggaI memudahkanI untukI 

dianalisisI lebihI lanjut. 

 

E. AnalisisI DataI  

SetelahI dilakukanI pengolahanI data,I selanjutnyaI dataI dianalisisI secaraI kualitatif,I 

yangI artinyaI hasilI penelitianI iniI diI deskripsikanI dalamI bentukI penjelasanI danI 

uraianI kalimat-kalimatI yangI mudahI dimengertiI untukI kesimpulanI sehinggaI 

diperolehI gambaranI yangI jelasI mengenaiI jawabanI dariI permasalahanI yangI 

dibahas. 
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V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab IV, maka penulis 

menyimpulkan bahwa: 

 

1) Dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencabulan oleh 

anak secara berlanjut dalam Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bbu 

sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini 

dapat dilihat dari alat bukti yang digunakan dimana telah sesuai dengan Pasal 

183 KUHAP yang mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada 

terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah, dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana 

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

Alat bukti yang digunakan hakim diantaranya: Keterangan saksi korban, 

Keterangan saksi, Keterangan ahli, Keterangan terdakwa dan Visum Et 

Repertum. 

2) Pertimbangan hukum oleh hakim pada tindak pidana pencabulan anak dalam 

putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bbu sangat mengedepankan 

prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hukum Acara Pidana. Hakim 

mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan 
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meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan mencakup perbuatan 

anak yang merusak masa depan saksi, melanggar norma agama dan 

kesusilaan masyarakat, serta menyebabkan trauma pada saksi. Di sisi lain, 

keadaan yang meringankan meliputi pengakuan anak atas perbuatannya, 

penyesalan yang tulus, janji untuk tidak mengulangi kesalahan, serta 

kurangnya riwAyat pelanggaran hukum sebelumnya. Dengan 

mempertimbangkan kedua faktor ini, hakim dapat membuat keputusan yang 

adil dan seimbang dalam memberikan hukuman. 

 

B. Saran 

Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis memberikan saran-saran yang kiranya 

bermanfaat. Adapun beberapa uraian yang penulis uraikan terhadap skripsi ini 

adalah: 

 

1) Hakim dalam menjatuhkan pidana perlu mempertimbangkan keseimbangan 

antara keadilan bagi pelaku dan korban serta memberikan efek jera untuk 

mencegah perbuatan yang merugikan orang lain.  

2) Hakim hendaknya melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi, 

keputusan hakim harus bijaksana, sesuai undang-undang, dan menegaskan 

bahwa tindakan pencabulan anak tidak dapat ditoleransi. 
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